
UNIVERSITAS INDONESIA 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOM OR 29 TAHUN 2004 

TE:'IITANG SARAN A PRODUKSI BERTEKNOI>OGI TINGGI UNTUK 
CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC) 

TESlS 

IRNI YUSLIANTI 
0706190534 

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDIKA.JIAN KETAHANAN NASIONAL 
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN, 

STRATEGI DAt'ol' KEBIJAKAN 
JAKARTA 

DESEMBER 2009 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA 

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOM OR 29 TAHUN 2004 

TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGG! 
UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC) 

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Saius 

IRNI YUSLik'ITI 
0706190534 

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDIKAJIAN KETARANAN NASIONAI~ 
PEMINATAc'\f KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN, 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
JAKARTA 

DESEMBER 1009 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



HALA!\<IAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, 

dan semua sumber baik yang dih.-utip rnaupun dirujuk 

telah saya nyatakan dengan benar 

Nama Imi Yuslianti 

hlP~ 0706190534 

Tanda Tangan ~ 
Tanggal Desember 2009 

ii 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



Tesis ini diajukan oleh 

Nama 

NPM 

HALAMAN PENGESAHAN 

Imi YusHanti 

0706190534 

Kajian Ketahanan Nasional Program Studi 

Judul Tesis Ana!isis Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Talrun 2004 tentang Sarana Produksi 

Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) 

Telah berhasi! dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai 

bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada 

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional 

DEWANPENGUll 

Ketua Sidang Prof Dr. Suahasil Nazara 

Pernbimbing Prof Dr. Chandra Wijaya, MM. M.SL 

Penguji Dr. DewJ Hanggraeni, SE, l\1BA 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : Desember 2009 

iii 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



KATAPENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan 

rahmat~Nya, penulis dapat menye1esaikan tesis ini Penulisan tesis ini dilakukan 

clalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains 

Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Konsentras1 Kajian Stralegik 

Perencanaan. Stratcgl dan Kehijakan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dati berbagai 

pihak, baik dari masa perkuliaban sampai dengan penyusunan tesis ini sangatlah 

sulit bagi penulis untuk menyclesaikan tesis ini, Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

(!) Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM, MSi., selal.'U dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta kes:abaran dalam memberikan 

bimbingan dan petunjuk serta masukan yang sangat berharga bagi penulis 

daiam penyusunan tesis ini. 

(2) Prof Dr. Suahasil Nazara, selaku Kctua Sidang, yang telah bersedia 

menyempatkan diri memberikan masukan kepada penulis. 

(3) Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA, selaku penguji tesis ini. 

(4) Seluruh staf pengajar dan staf sekretariat Program Studi Kajian Ketahanan 

Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 

(5) Direktur Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, para pejabat dan staf di 

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan yang telah memberikan izin dan 

bantuannya sehlngga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. 

(6) Bapak Surahno, Kasubdit. Pengembangan, Direktorat Kerja Sarna dan 

Pengembangan, Bapak Santun M. Siregar, Kasubdit Pelayanan Hukum dan 

Bapek Agung Damarsasongko, Kasi. Pertimbangun Hukum, Direktorat Hak 

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Slrkult Terpadu dan RahasJa 

Dagang, yang telah bersedia memberikan waktu memberikan masukan dan 

data-data pendukung yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini. 

(7) Keluarga penulis, khususnya bapak dan ibu yang senantiasa mendukung 

penulis melaiui doa dan nasihatnya dan Salwa yang selalu memberikan 

dukungannya yang unik kepada penulis. 

iv 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



(8) Teman-teman Renstra Angkatan ni seperjuangan yang telah saling 

memberikan duh.""Ungan, saran dan semangat selama dua tahun terakhir ini. 

(9) Sahabat-sahabat karibku Geng Hore (Wiwit, Nona, Laely, Uci, Ade, Eka, 

Yuli dan Luluk), Mbak Lista, Yuni, Anis E, Santi, Ria dan Rainy, yang 

tiada hentinya memberlkan semangat dan doa untuk kelancaran penulis 

dalarn menyusun tesis ini. 

(1 0) Seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis inL 

Akhir kata, penulis mollon maaf apablla dalam penulisan ini mas!h jauh 

dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran akan penulis terima demi kesempurnaan 

penulisan ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan Hmu 

pengetahuan. 

Jakarta, Desember 2009 

Irni Yuslianti 

v 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUG AS AKHIR UNTUK KEPE:IITlNGAN AKADE~flS 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama Irni Yusllanti 
0706190534 
Kajian Ketahanan NasionaJ 

NPM 
Program Studi 
Peminatan 
Jenis Karya 

Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebija.kan 
Tesis 

demi pengembangan i!mu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Indonesia: Hak Bebas Royalti NonekskJusif (NonRexclusive Royalty~ 

Free Right) atas karya ilmiah saya yang beJjudul: 

Analisis lmplementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Bcrteknologi Tinggl untuk 

Cakram Optik (Oplica/ Disc) 

beserta perangkat yang ada Uika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 

Noneksklusif m1 Universitas Indonesia berhak menyimpan, 

mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat, dan memub1ikasikan tugas ak:hir saya selama tetap mencantumkan nama 

saya sebagai penulislpencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. 

Demiklan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, 

Dibuat di Jakarta 

Pada tanggal Desember 2009 

Yang menyatakan 

~ 
(Irni Yuslianti) 

vi 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



Nama 
Program Studt 
Peminatan 
Judul 

ABSTRAK 

Irni Yuslianti 
Kajian Ketahanan Nasional 
Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan 
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 
untuk Cakram Optik (Optical Disc) 

Peneiitlan ini mengenal analisis impiementasi kebijakan publik, dalam hal ini) 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Ta.hun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi 
Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) ditinjau dari empat aspek, yaitu: 
komunikasi, surnber daya, disposlsi dan struktur birokrasi. 

Dalam penelitian ini, digunakan teori George C. Edwards lll mengenai 
implementasi kebijakan dengan melibatkan empat variabel yaitu: komunikasi, 
sumber daya, disp.osisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif aoalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data 
ditakukan dengan kuesioner, wawancara dan penelusuran literatur. 

Hasil dari penelitian ini dapat di.simpulkan bahwa: (1) implementasi kebijak:an PP 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi masih 
kurang; (2) implementasi kebijakan PP ;\fomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 
Optik ditlnjau dari sumber daya, d!sposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik; 
(3) Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Cakram Optik adalah kurangnya transmlsi dan kejelasan mengenai maksud dan 
tujuan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mekanisrnenya, kurangnya dukungan 
sarana dan prasarana, kmangnya konsistensi dan ketepatan waktu dalam 
memberikan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan kewewer.angan Tim 
Monitoring Perusabaan Industri Cakram Optik. 

Kata Kunci: Analisis, lmplementasi Kebijakan, PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Cakram Optik, Cakram Optik 
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ABSTRACT 

lmi YusJianti 
National Resilience Study 
Strategic Planning, Strategy and Policy Study 
Analysis of Policy lmplementalion of Government Rule 
Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility 
for Optical Disc 

This research was about the analysis of public policy implementation, Government 
Ruie Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility for Optical 
Disc reviewed from 4 aspects: communication. resources., disposition and 

. bureaucratic structur~. 

This research used the theory of policy implementation by George C. Edwards III by 
using four variables: communication, resources, disposition and bureaucratic 
structure, This research used analytic descriptive method with quantitative and 
qualitative approach. Data was gathered from questionnairt; interviews and 
!iteraratore search. 

From this research, it can be concluded that: (1) policy implementation of 
Government Ruie Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility 
for Optical Disc from communication polnt of view was still not good~ (2) policy 
implementation of Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology 
Production Facility for Optical Disc from resources, disposition and bureaucratic 
structure point of views were quite good; (3) The constraints in implementing 
Government Rule Number 29 Year 2004 on High Technology Production Facility 
for Optical Disc were: lack of transmission and clarity on the purpose of this 
Government Rule and its mechanisms; lack of facilities and infrastructures, the lack 
of consistency and punctuality in delivering reports and the authority of Monitoring 
Team for Controlling Optical Disc Companies. 

Keywords: Analysis, Policy Implementation, Government Rule Number 29 Year 
2004 on High Technology Production Facility for Optical Disc, Optical 
Disc 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Hak Kekayaan lntelektual (HKl) telan menjadi masalan yang lekat dengan 

pmtumbuhan perekonornlan suatu negara. Keduanya tumbuh sejalan. Bila HKI 

bisa dilindungi ruaka perekonomian blsa berkembang dengan amart Sebaliknya 

bila HKI di suatu negara kurang dilindungi, maka investasi dan industri akan 

terganggu. 

Indonesia sebagai salab satu negara berkembang, memahami sepenuhnya 

akan penHngnya perlindungan HKI. Indonesia secara aktif bergabung dengan 

organisasi HKI dunia, World Intel/echtal Property Organization (WIPO) dan 

telah menyetujui beberapa traktai dan konvensi intemasional. yaitu: 

I. Paris Convention for the ProJection of industrial Property (24 Desember 

1950) 

2. Hague Agreement Concerning the International Registration of industrial 

Designs (24 Desember 1 950) 

3. Convention Eslablishing the. World Intellectual Property Organization (18 

Desember 1979) 

4. Agreement Establishing/he World Trade Organization (I Januari 1995) 

5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (5 

September 1997) 

6. Paten/ Cooperation Treaty (PCT) tanggal 5 September 1997 

7. Trademark Law Treaty (TLT) tanggal 5 September 1997 

8. WIPO Copyright Treaty (WCT) tanggai 6 Maret 2002 

9. WIPO Performances and Phanograms Treaty (WPPT) tanggal15 Februari 

2005 

Agar undang-undang HKI yang ada selaras dengan traktat dan konvensi 

internasional tersebut di atas, maka pemerintah Indonesia telah merevisi Uodang

undang perlindungan HKL Undang-undang HKI yang ada di Indonesia saat ini, 

adalah: 

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlidnungan Varietas Tanaman 

1 
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2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rabasia Dagang 

3. UU No. 31 Tabun 2000 tentang Desain lndustri 

4. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

5. UUNo. 14Tabun2001 tentangPaten 

6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

7. UU No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta 

Dalam upaya penerapan UU HKI terscbut, Pemerintah Indonesia, dalam 

hal ini Direktornt Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kesadarao masyarakat akan pentingnya menghonnati kekayaan 

inetektual orang lain. 

Upaya-upaya sosialisasi tersebut antara lain berupa penyelenggaraan 

workshop dan seminar. penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, dialog 

interaktif di beberapa stasiun radio, dan pemasangan poster-poster di pusat-pusat 

perbelanjaan yang menghimbau masyarakat untuk menghargai hasil karya orang 

lain. 

Adapun ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tabun 

2002 tentang Hak Cipta adalab sebagai berikut: 

a. buku, program komputer, parnflet, perwajaban (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua basil karya tulis lain; 

b, ceramab, kuliaht pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

c, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d, lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. drama atau drama musikall tari, koreograti, pewayangan, dan pantomlm; 

f seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar. seni ukir, seni 

kaligrafi. seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 

g. arsitektur; 

h. peta; 

1. seni batik; 

j. futografi; 

k. sinematografi; 
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I. trujemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari 

hasil pengalihwujudan. 

Namun harus diakui bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai UU 

HKl yang cukup lengkap, penegakan hukum HKI di Indonesia masih sangat 

lemah. Hal ini diindikasikan dengan masih banyak terjadi kasus pembajakan dan 

peniruan terhadap produk-produk yang dilindungi oleh UU HKL 

Perlindungan HKJ di Indonesia masih menjadi sorotan utama bag! 

Amerika Serikat (AS) untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan negara 

tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. 

United State Trade Representative (USTR) sebagai lembaga AS yang 

diberi kewenangan oleb Pemerintah AS, setiap dua tahun rnelalukan penllaian atas 

perJlndungan HKI yang ada di negara-negara yang menjadi mitra dagang mereka. 

USTR menyusun daftar negara atas tingkat pelanggaran HKl berdasarkan US 

Specia/301. 

US Specia/301 itu sendiri merupakan "pelaksanaan khusus dalam lingk:up 

HKf' untuk Sec/ion 301 UU Perdagangan AS Tahun 1974. Section 301 sendiri 

intinya adalah aturan yang memungkinkan pemerintah AS memberikan sanksi 

perdagangan terhadap negara yang dianggap memgikan kepcntingan perdagangan 

AS. Sank.'i perrlagangan yang dimaksud adalah: 

(1) menunda pemberian konsesi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian 

dagang, 

(2) menerapkan bea masuk dan cukai atau bentuk pemhatasan impor lainnya, 

(3) menerapkan biaya atau pembatasan terhadap penyelenggaraan jasa-jasa, 

( 4) mengadakan perjanjian dengan negara bersangkutan untuk menghilangkan 

tindakan yang menimbulkan kerugian atau untuk meminta ganti rugi, 

danlatau 

(5) membatasi kewenangan sektor pe1ayanan. 

Tahun 2009, USTR kembali menempatkan Indonesia dalam Priority 

Watch List (PWL). Setelah sebelumnya di tahun 2007-2008 Indonesia masuk ke 

dalam Watch List (WL). 

Ada beberapa indikator yang menurut International Intellec!ual Property 

Alliance (IIP A) dapat menempatkan Indonesia pada status PWL, yaitu; 
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1. tingkat pembajakan yang rnasih tinggi, 

2. penegakan hukum yang kurang transparan, dan 

3. korupsi dalam proses penegakan hukum. 

Pelanggaran HKI yang paling menonjol di Indonesia adalah pembajakan 

atas karya cipta dalam format cakram optik (optical disc) berupa Compact Disc 

(CD), Video Compact Disc (VCD) dan Digi!al Video Disc (DVD). Banyaknya 

pemberitaan di media massa balk media cetak mau pnn media e1ektronik 

mengenai razia yang dilakukan oteh aparat penegak hukum juga me~jadi indikasi 

atas masih kurangnya kesadaran masyarakat dan lemah.nya penegakan hukum 

HK1 di Indonesia. Sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. terlihat bahwa 

kasus pelanggaran HKI yang paling banyak ditangani oleh kepolisian adalah 

kasus petanggaran hak cipta. 

Tabell.l 

Data Kasus HKI yang Ditangani oleb Polisi 

1 NoT-JEms mo: rw06 f:_rwos ... 2009 

' Jan-April 
.~ 

I. HAKCIPTA 1.443 598 209 88 

2. I PATEN - 6 I I 

3. i\1ER.EK 
I 

69 83 18 6 

.. 
4. DESAfN INDUSTRI 4 17 3 1 

5. RAHASIA DAGANG - l - -

6 ···-
I . DESAIN TATALETAK - - - -

SIRKUIT TERPADU 
7. PERLINDUNGAN - - -

VARIETAS 

~ I TAl'IAMAN 
I 1.516 705 219 106 JUMLAH 

. Sumber, Laporan Ttm Nas1onal Penanggulangan Pelanggaran HKJ 

Untuk kasus pelanggaran hale cipta sendiri, berdasarkan Laporan Tim 

Nasional Penanggulangan Pelal\ggaran HKT, diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabcll.2 

Hasil Penindakan PoJri terbadap Kasus Hak Cipta 

yang Menggunakan Optical Disc 

__!!'o j . Ura~an Kasus Th. 2005 Th. 2006 Th. 2007 I Th. 2008 ' 

~.J:lah kasus 419 L438 589 200 

2 1 Tersangka produksi 15 61 73 63 
. ( nabrik & home industry) 

~. 

3 Tersangka penjualltokoL 422 1733 668 194 
· oedagang____ . . 

··-258 .. 
4 Jurnlah tersangka 437 17941 741 

-~ -~--· ' ' ' 

5 J"mlah barang bckti 2.809.649 5.289.321 2.140.933 2.654.607 
cakram ootik 

6 IBarang bukti duplikator - 178 223 --~ ' ' ' ' 

' Sumber: Laporan Ttm Nas10nal Penanggulangan Pelanggaran HKl bulan 

Desember 2008 

IIP A kembali rnencatat bahwa selain keberadaan para pedagang yang 

menjual dengan bebas produk CDNCDIDVD bajakan, masih ada pabrik-pabrik 

yang memproduksi produk bajakan tersebut meskipunjurnlah pabrik cakram optik 

terdaftar di tahun 2007 meningkat dari 28 menjadi 3 L 

Data yang diberikan oleh Departemen Perindustrian Rl di tahun 2006 

mengungkapkan bahwa sebanyak 145 mesin pengganda yang sudah terdaftar 

dioperasikan oleh 28 pabrik produsen cakram optik terdaftar, yang mengakibatkan 

adanya potensi kelebihan kapasitas pmduksi sebanyak satu rniliar cakram per 

tahun. Sedikitnya empat pabrik terdaftar di Indonesia memiliki fasilitas 

manufaktur «stamper'' dan master (dua bagian produksi utama!kunci untuk 

memprodukai cakram optik dalam jumlah besar yang dilindungi UU Hak Cipta 

dan oleh karenanya dilindungi pula oleh peraturan tentang cakram optik, dan 

harus memenuhi pernyaratan kode SID}, meskipun satu dari pabrik-pabrik tersebut 

dilaporkan menghentikan produksinya di awal bulan Desember 2007. Namun 

demikian, se)ama tahun yang sama polisi telah merazia lebih dari 270 stamper 

palsu. Dengan kondisi yang demikian, tidak heran bila tudonesia tetap menjadi 

basis ekspor untuk CDNCDIDVD bajakan, 
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Kondisi ini tidak jauh bern bah ketika pada tahun 200:3 Inlernational Data 

Corporation (!DC) melakukan penelitian untuk Business SojhYare Alliance (BSA) 

tentang pembajakan pern.ngkat lunak di dunia. Ketika ltu Indonesia berada pada 

peringkat ke empat sebagai negara dengan tingkat pembajakan perangkat lunak 

tertinggi di dunJa setelah Viet Narn, Cina dan Ukraina. (Henny Marlyna, 2004) 

Meskipun Indonesia telah dianggap berhasil mengurangi tingkat pembajakan 

perangkat luak dari 89l'/o menjadi 88%1 terutarna sejak diberlakukannya UU 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi tetap saja tingkat 

pembajakan tersebut masih tinggL 

Produk-produk bajakan hingga saat tm masjh mendominasi pasar di 

Indonesia. Setiap tahunnya diperkirakan seldtar 108,5 juta cakram optik bajakan 

telah diproduksi di Indonesia dan jurn!ah ini terus meningkat setiap tahunnya. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam 

menekan pembajakan di Indonesia. Mulai dari melakukan tindakan yang preventif 

seperti penyelenggaraan sosialisasi dan seminar, penyebaran spanduk anti 

pembajakan dan pengiriman surat peri.ngatan ke pusat-pusat perbelanjaan ltingga 

tindakan yang represif seperti razia ke lokasi-lokasi yang diduga sebagaJ tempat 

peredaran cakram aptik ilegal. 

Dalam menanggulangi masalah pembajakan ini, sebagai bagian dari 

pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemerintah Indonesia 

telah. mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tal1Un 2004 tentang Sarana 

Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optic~Jl Disc). 

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai salah satu upaya pemerintah 

dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku industri cakram optik 

(pembuata.n, Impor, ekspor, tennasuk bahan baku). Peraturan Pemerintah ini 

mengatur: 

a. Setiap perusahaan industri cakram optik wajib memiliki Izin Usaha 

Industri (lUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) 

b. Perusahaan industri cakrarn opt.ik wajib memperoleh kode produksi 

berupa Source Identification Code (SID) dari lembaga yang diakni 

secara internasional dan wajib mendaftarkan kepada Ditjen. Industri 

Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian RI 
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c. Perusahaan industri cakram optik yang melakukan 

perbanyakao/replikasi wajib mendapatkan Lisensi dari pemegang hak 

cipta, Tanda Lulus Sensor dari Badan Sensor Film untuk produksi 

film/video dan rnenyampaikakn contoh basil replikasi 

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi hak 

cipta atas hasiJ karya dalam bentuk cak:ram optik, masih banyak kasus 

pembajakan karya cipta yang te~adi. 

Tabcll.3 

Data Basil Tindak Kasus VCD & DVD Tnhun 2006 s.d. 2008 
Tihun [ -~·~-· Barang Bukti yang Disila 

·--·--·-; 

----1 CD/VCD/DVD/Sofiware dalam kcping Mesin 
-·Film 

Porno TMUSik I soiiware · Jumlah Cetak Print I Jumlah 
VCD/ 

Dtlplikator . 
2.03$.{)67 116.9~3.281 4 328 2 407666 

: I ::1 2006 92 - - c-u- ----,·;c.;,-
~007 1,056.318 25.:550 1.042.865 16.200 2.140.933 ·--m 

Ti\94.549 . 3&s.549-542Ao0. '29:11& 2.65(607 ·-,.-2008 19() !93 
~ ·-----"·~· . 

Sumber; Laporan Tun Nastonal Penanggutangan Peianggaran HKI 

Dari data~data faktual tersebut di atas. maka menarik untuk diamati 

bagaimana pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi 

Berteknologi Tinggi untuk Cak:ram Optik (Optical Disc) yang selama ini telah 

berjalan dan di bawah koordinasi Departemen Perindustrian RL 

Suatu kebijakan tidak akan memiliki dampak apapun jika tidak 

diimplementasikan_ Ket!ka suatu kebljakan dlimplementasikan, maka akan 

diketahui kelemahan dan keunggulan kebijakan tersebut. 

Menurut Edwards, untuk mengetahui keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, perlu diketahui apa saja syarat keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan dan apa saJa yang menjadi hambatan utama dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan_ Selanjutnya Edwards membahasnya 

dengan mengamati empat faktor atau variabel penting dalam irnplementasi 

kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah: 
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(1) Komunikasi: ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, 

yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan 

(2) Sumber-surnber: berupa staf. infonnasi, wewenang dan fasilitas 

(3) Disposisi atau kecendenmg:an: dampak dari disposisi atau kccenderungan, 

pengangkatan birokrat, insentif dan kesimpu)an 

(4) Struktur birokrasi: dua karakteristik utamanya adalah Standard Operating 

Procedures (SOP) dan fragmentasi. 

1.2 Pokok Perm.asalahan 

Dengan dilatarbelakangi oleh uraian tersebut di atas, maka pokok 

permasafahan yang akan diteliti adaiah sebagai berikut: 

L Bagaimana implernentasi kebijakan PP No. 29/2004 tentang Sarana 

Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) yang 

seJama ini telah dilakukan ditinjau dari komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi? 

2 Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan k~bijakan PP No. 

29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram 

Optik (Optical Disc) ditinjau dari konrunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

L Mengetahui implementasi kebijakan PP No. 29 Tahun 2004 tentang 

Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) 

yang selarna ini telah dilakukan ditinjau dari komunikasi, surnber daya, 

disposisi dan struktur birokrasL 

2. Mengetahui hambatan yang ada dalam menerapkan kebijakan PP No. 29 

Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram 

Optik (Optical Disc) ditinjau dari kamunikasi, sumber daya, disposisi dan 

struktur birokrasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mernberi manfaat berupa: 

1, Secara akadcmis, penelitian ini dlbarapkan menambah keberagaman 

pemaparan mengenai implementasi kebijakan. 

2. Secara praktis, penelitlan lui diharapkan dapat bennanfaat untuk Ditjen. 

HKI dan memberikan masuk.an dalam penanggulangan pembajakan karya 

cipta. 

15 Sistematika Peuulisan 

Sistematika penulisan dalam peneHtian ini sebagai berikut: 

Bab r Bab pendahuluan ini membahas tentang Jatar belakang 

permasalahan, pokok pennasalahan, tujuan penelitiltl\ manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 

Bab!I 

Bablll 

BabiV 

BabiV 

BabY 

Bab ini menguraikan tentang landasan dan kerangka teori yang 

akan dlgunakan dalam penetitian ini. 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan, termasuk di dalamnya jenis pendekatan penelitian,. 

populasi dan sampel. metode pengumpulan data, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode anaiisis 

data 

Bab ini berisikan gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah 

No. 29 tanun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 

untuk Cakram Optik (Optical Disc). 

Bab ini menguraikan basil pengolahan data yang diperoleh dari 

pengisian kuesioner, basil wawancara dan penelusuran literatur. 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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BABII 

TL'IJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori lmplementasi Kebijakan 

Ripley dan Franklin dalam Budi Winamo (2007) berpendapat bahwa 

jmplementasi ada:lah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan. keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). lstilah implementasi menunjuk pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasii yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Sementara Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses 

impJementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilal.llkan baik oleh 

individu/pejabat atau kelompok pemerintah!swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digatiskan dalam keputusan kebijakan. 

Tahap implementasJ terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan dan dana 

untuk membiayai hnplementasi kebijakan tersebut sudah disediakan. 

Sedangkan menurut Grindle (1980) tugas imp!ementasi adalah memhentuk 

suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak darl suatu kegiatan pemerintah. 

Implementasi dimulai ketika suatu kebijakan sudah diadopsi dan terus 

berlanjut selama kebijakan tersebut tetap bertaku. 

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008) menjelaakan makna 

lmplementasi ini dengan mengatakan bahwa: memaharni apa yang sebenamya 

teljadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan

kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman~pedoman kebijakan publik, 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadrninistrasikannya maupun untuk 

menilbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat. 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier juga telah merurnuskan proses 

implementasi kebljakan puhlik dengan lebih rind, yaitu: implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kehijakan dasar, biasanya dalam benluk undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif 
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yang penting atau keputusan badan peradiian. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuanfsasaran yang mgm dicapai. dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan/mengatur proses lmplementasinya. Proses ini berlangsung setelah 

rneJaiui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan penegsahan 

undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksa11aan keputusan 

oleh badan (instansi) pelaksana, kesed!aan dilaksanakannya keputusan-keputusan 

tersebut oleh kelompok-kelornpok sasaran. darnpak nyata-baik yang dikehendaki 

maupun yang tidak--dad output tersebut, dampak keputusan sebagai yang 

dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya 

perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) 

terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan. 

Sernentara itu, Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2008) mengatakao 

bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan pubJik secara sempurna 

(perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, Syarat

syarat tersebut adalah: 

L Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan!instansi pelaksana tidak 

akan menimbulkan gangguanlkendala yang serius 

2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk 

pelaksanaan program 

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benat-benar tersedia 

4. Kebijakan yang akan diimplernentasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang andal 

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantal 

penghubungnya 

6, Hubungan saling ketergantungan harus kecil 

7, Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan 

8, Tugas~tugas diperinci dan ditempatkan daiam urutan yang tepat 

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 
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Menurut Edwards, implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan 

kebijakan yang ada di antara pembuatnn suatu kebijakan dan dampak kebijakan 

tersebut terhadap masyarakal. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan sebagaimana kebijakan tersebut diatur untuk 

itu, maka inl menjadi kegagalan meskipun kebijakan ini teiah diimplementasikan 

dengan baik. Sebaliknya jika suatll kebijakan sudah dibuat sebaik mungkin tapi 

bila kurang diimp[ementasikan maka akan menemui kegagaian pula. 

Implementasi suatu kehijakan publik me!ingkupi berbagai kegiatan 

mengeluarkan dan memberdayakan arahan, mencairkan dana, meminjam dana, 

membedkan pmJamao, menandatangai kontrak, mengumpulkan data, 

menyebarkan informas.i, menganalisa masalah, menugaskan dan mempekerjakan 

pegawai, menciptakan unit-unit organisasi, mengajukan alternati( merencanakan 

masa depan dan bernegosiasi dengan pihak swasUt, kelompok bisnis~ badan 

legisiati'( unit birokrasi dan bahkan dengan negara lain. 

Dalam mengkaji .implementasi kebijakan, Edwards memulai dengan 

mengajukan pertanyaan: Apa saja syarat keberhasiian impiementasi suatu 

kebijakan? Hambatan utama apa saja yang dapat menggagaikan implementasi 

suatu kebijakan? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Edwards 

mempertimbangkan empat faktor penting dalam mengimp!ementasikan suatu 

kebijakan, yaitu: 

(1) Komunikasi; agar implementasi kebijakan menjadi efektif, pihak-pihak 

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut 

sebaiknya mengetahui apa yang hams mereka lakukan. Perintah untuk 

mengimplementasikan kebijakan harus ditujukan kepada personii yang 

tepat. Perintah tersebut barus jelas, tepa! dan konsisten. Banyak bambatan 

dalam transmisi (penyampaian) komunikasi implementasi yang dapat 

menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Bila kebijakan-kebijakan 

dapat diimplementasikan dengan tepat, perintah-perintah implementasi 

bukan hanya sekedar diterima, tapi juga barns jelas. Bila tidak jelas, maka 

para pelaksana kebijakan akan mengalami kebingungan akan apa yang 

seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan dengan leluasa 

menggunakan pandangan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan 
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tersebut, pandangan yang bisa jadi berbeda berbeda dengan pandangan 

pimpinan mereka. Oleh karena itu, selain penyampaian, kejelasan 

komunikasi antara pirupinan dengan bawahan harus dapat dipastikan. 

Aspek lainnya dari komunikasi implementasi adalah konsistensi. 

Keputusan-keputusan yang kontradiktif dari pimpinan tentunya 

membingungkan staf dan akibatnya menghambat kemampuan mereka 

untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. 

TransmisL Ada beberapa hambatan yang timbul dalam ruentransmisikan 

perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara 

para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil 

kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis~lapis hierarkl birokrasi. 

Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efulctivitas komunikasi kebijakan 

yang dijalankan. 

Kejelasan. Edwards mengidentifikasikan enam faktor yang mendorong 

terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut 

adalah kompleksitas kebijaksn publik, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok-kelornpok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan

tujuan kebijakan. rnasalah-masalah dalam memulai suatu kehijakan baru, 

menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan 

kebijakan pengadilan. 

KonsistensL Dengan menye1idiki hubungan antara komunikasi dan 

implementasi~ mak:a klta dapat mengambi1 generalisasi, yak:ni bahwa 

semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-pedntab pelaksanaan 

diteruskan atau disampaikan kepada mereka yang harus melaksanakannya, 

maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan 

perintah-perintah peiakso.naan tersebut dilak.sanakan. Da]am situasi seperti 

ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi 

kegagalan implementasi kebijakan. 

(2) Sumber daya: keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh 

sumber daya seperti jumlah dan kompetensi staf, informasi yang relevan. 

otoritas untuk memastikan impiementasi kebijakan dan fasilitas. 
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Staf Kadang kala yang menjadi kendala bukan jumlah staf melainkan 

kualitas staf, keterampiian~keterampitan yang hams dimiliki oieh staf dan 

diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. 

InformasL Ada dua bentuk informasi. Pertama, informasi mengena1 

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Para pelaksana kebijakan perlu 

mengetahui apa yang diiakukan dan bagaimana mereka harus 

melakukannya" Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi 

petunjuk untuk melaksanakan kebijakan, Bentuk kedua dari informasi 

adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan

peraturan pemerlntah. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana 

menglmplementaslkan kebijak:an mempunyai beberapa konsekuensi secara 

langsung. Pertama, ada tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak dapat 

terpenuhi atau bahkan tidak tercapai tepat waktu. Kedua, ketidakeflsiemm. 

Ada usaha~usaba yang terbukti merupakan kesalahan dan para pelaksana 

harns mencobanya kembali. SeJain itu. implementasi kebijakan seringkali 

membutuhkan informasi tentang ketaatan dari organisasi-organisasi atau 

individu~individu dengan hukum. Menyandarkan informasi dari mereka 

yang seharusnya mematuhi memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang 

implementasi yang efektif. 

Wewenang. Sumber penting lainnya dalam implementasi adalah 

wewenang atau otoritas. Wewenang akao berbeda-beda untuk setiap 

program. Namun demikian, daiam beberapa hal, suatu badan mempunyai 

wewenang yang terbatas atau kekurangan wewenang untuk meJaksanakan 

suatu kebijakan dengan tepat. 

Fasilitas. FasHitas fisik bisa menjadi sumber daya yang penting dalam 

mengimpJementasikan kebijakan. Tidak mudah untuk menjawab 

bagaimana para pelaksana kebijakan mendapatkan fasilitas dan 

perlengkapan yang dibutuhk.an. Masyarakat seringkali menentang bahkan 

dengan mengk:onsolidasikan diri untuk menentang pembangunan fasilitas

fasilitas. 
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(3} Disposisi atau kecenderungan: pelaksana kebijakan harus tabu apa yang 

dilakukan dan memang mempunyai kemampuan untuk itu serta kesadaran 

akan tanggungjawab dalam melaksanakan suatu kebijakan, 

Dampak dari disposisi atau kecenderungan. Ada kebijakan yang 

diimplementasikan secara efektif karena mendapat dukungan darl 

pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan 

berttntangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana 

kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para 

pelaksana. Badan-badan birokrasi pemerintah mempunyai beberapa 

karakteristik yang mungkin tidak dimiliki oieh badan-badan swasta. 

Pertama, badan-badan birokrasl pemerintah lebih bersifat homogen, 

Kedua, l>erkembangnya pandangan-pandangan parokiaL Ketergantungan 

staf lrepada pimpinannya akan infurmasi dan petunjuk, kebutuhan akan 

tetap teijaganya moral organisasi dengan rnendukung pandangan

pandangan yang sudah terbeni.uk, dan tekanan-tekanan dari badan-badan 

lain bersama-sama bisa mematahkan semangat pejabat tinggl dari tetap 

terpeliharanya pandangan luas atas kepentingan publik. 

Pengangkatan birokrat. Kecenderungan atau rlisposisi para pelaksana 

memberikan hambatan-hambatan yang serlus bagi impiementasl 

kebijakan. 

Insentif. Sulit untuk melakukan pergantian personii di badan pemerintah 

dan tidak bisa menjamin bahwa proses implementasi akan terus berjalan 

dengan lancar. Teknik lain untuk menangani masalah kecenderungan para 

pelaksana ini adalah dengan memanipu1asJ insentif. 

Ada dua dampak reward yang dikurangi oleh dua faktor. Faktor pertarna, 

mereka yang sesungguhnya mempunyai kendali atas distribusi reward 

yang ada bisa ruenentang atau berseberangan dengan kebijakan yang 

seharusn:ya diimplementasikan. Faktor kedua,. tekanan kelornpok dapat 

memhatasi dampak lebih lanjut dari reward karena para pelaksana 

merespon kepada atasan dan kepada pihak kepada siapa meraka 

bergantung unl.uk melakukan tugas mereka. 
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( 4) Struktur birokrasi: ada dua karakteristik utama yaitu Standard Operating 

Procedures (SOP) dan fragmentasi. 

SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pejabat publik membuat 

keputusau. SOP sangat menghemat waktu, sangat berguna ketika 

kekurangan surnbcr daya. Meskipun SOP dapat mencegah pelaksana 

kebijakan membuat keputusan sendiri, SOP tJdak selalu dapat diterapkan 

di semua kasus dan dapat menghambat implementasi kebijakan. SOP bisa 

menjadi tldak efelctif di situasi dan kondisi tertentu. SOP bisa juga menjadi 

tidak efektik untuk kebijakan yang lebih rutin. Sedangkan keunggulan 

SOP adalah SOP dapat membantu organisasi ketika organisasi tersebut 

beradaptasi dengan perubahan. 

Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab untuk suatu kebijakan 

kepada beberapa unit organisasL lni bermanfaat ketika 

mengimplementasikan kebijakan yang mencakup lintas sektorat 

Konsekuensinya, koordinasi kebijakan menjadl sulit. Sumber daya dan 

otoritas atau wewenang untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara 

komprehenslfkerap kali didistribusikan antar bebcrapa unit birokrasL 

SeJanjutnya dijelaskan oieh Edwards ill bahwa keempat variabel tersebut 

akan sating berinteraksi yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi 

kebijakan balk secara langsung maupun tidak langsung. sebagaimana 

diilustrasi.kan datam gambar berikut: 

rdaya--=:::::: 

_-nispo~~ 
Struktur birokci'si ------

Implementasi 

Gambar 2.1 : Dampak Langsung dan Tidak Langsung terhadap lmplementasi Kebijakan 
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2~2. Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisas! konsep yang akan digunakan da[am pencHtian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel :U 

Operasionalisasi Konsep 
~·· . ! Variabel Indikator 1 Sumber Data 

Komunikasi Mengetahui kebijakan Primer • 
l, Transmisi • Mengerti maksud dan tujuan kebijakan 
2. Kejelasan • Mengetahui rnekanisme pelaksanaan 
3. Konsistensi dari kebijakan 

• Adanya laporantuaaslpckerjaan 
SumberDaya • Kualitas Primer dan 

1. Stai/Pelaksana • Kuantitas sekunder 
2. Informasi • Cara melaksanakan kebijakan 

~ewenang • Kewenangan yang memadai --1 
asilitas flsik • Saran a 

• Prasarana 
, S1kap/D!sposisi • Kesediaan untuk rnelak:sanal<an Pnmer 

' 

l. Sikap kebijakan 
2. Kornitmen • Komitmen untuk melaksanakan 

~bijakan 
Struktur Birokrasi • Adanya tata aliran pekerjaan dan Primer dan 

1. SOP pelaksanaan program sekunder 
2. Koo.rdinasi • Koordinasi baik dalam organisasi 

I mau~un dl luar o~anisasi 

2.3. Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Viverdi Anggoro melakukan penelitlan tentang Implementasi 

K<lbijakan Pembinaan Narapidana (Stndi Kasus di l.apas Klas I 

Cipinang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif Populasi dari penelitian ini adalah pejabat struktural dan 

staf yang bertuga' di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang 

berjumlah 419 orang. Teknik pengambilan sample menggumakan 

Purposive Sampling sehingga didapat sampel sebanyak 40 orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga: wawancara, 

kuesioner dan penelitian kepustakaan Kebijak1lll yang diteliti oleh 

Viverdi adalab Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 
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02.PK04.JO Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Ada 

tiga pokok penuasalaban yang diteliti olehnya, yaitu: 

(I) Apakah Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor 02.PK04.l0 

Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat 

diimpJementasikan dengan baik di Lembaga Pemasyarakat Klas 

I Cipinang 

(2) Faktor-faktor pengbambat apa saja yang timbul dalam 

implementasi kebijakan pembinaan narapida.na di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Cipinang 

(3) Faktor-fuktor penunjang apa saja yang timbul dalam 

implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lernbaga 

Pemasyarakatan Klas I Cipinang. 

2.2.2 Ni Ketut Sumiteri melak"Ukan penelitian tentang Analisis 

Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada 

Departemen Huk:um dan HAM RI dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatlf dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada 

Departemen Huk:um dan HA!'.t Sampel adalah kelompok pegawai 

pengelola Barang MUik Negara pada unit Eselon I sebanyak 1! Unit 

Eselon I dan kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada 

kantor satuan kerja di setiap Kantor Wilayah. Teknik pengan>bilan 

sampel pada kantor wilayah sebanyak 33 kantor wilayah diambil 

secara random dengan mcngambil I 0% dari jumlah satker di setiap 

kantor wilayah tersebut, yaitu 69 satker, sehingga total sampel 80 

satker. Teknik pengambilan sample menggunakan Simple Random 

Sampling. Teknik pengumpuian data yang digunakan ada dua: 

wawancara dan kuesioner. Kebijakan yang diteliti oleh Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara. Ada tiga pokok permasalahan yang 

diteliti olehnya, yaitu: 
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(I) Apakah fuktor penghambat dan pendukung dari implementasi 

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Dcpartemen 

Hukum dan HA.\1? 

(2) Bagaimana strategi pencapaian implementasi Sistem Akuntansi 

Barang Milik Negara pad a Departemen Hukum dan HAM? 
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3.1 Pendekatan Penelilian 

BABlli 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunaka:n kombinasi pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif: Pendekatan ini diambil guna iebih memabami konsep yang akan diuji 

atau didalami. Pendekatan penclitian ini lebih mengutamakan pendekatan 

kuantltatif. Dat.a yang berhas11 dikumpulkan diolah dan disajikan dalam bentuk 

tabel. Masing~masing tabel dibuat narasinya: dicari saling hubungannya sebagai 

hasil analisis atas data yang terkumpuL (Sumhudi, 1985). Sedangkan pendekatan 

kualitatif digunakan untuk memperkuat data kuantitatif yang berhasil 

dikumpulkan. 

Penelitian lni berupaya menggali dan memahami bagaimana pelaksanaan 

PP Nomor 29 Tabun 2004 tentnng Sarana Produksi Berteknologi Tlnggl untuk 

Cakram Optik (Optical Disc) serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang 

seJama ini ditemui dalam mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tersebut" Selanjutnya berdasarkan lnformasi tersebut, peneiiti melakukan analisa 

dengan berpedoman pada literatur-Hteratur mengenai imptementasl kebijakaiL 

3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Data yang 

berbasil dikumpulkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan dibuatkan 

penjelasannya untuk masing-masing tabeJ, 

Dalam penelitian ini, penetiti bermaksud menyajikan implementasi 

kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 dilibat dari aopek komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi Kemudian penulis akan menganalisis keterkaitan 

antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap 

pencapaian tujuan kebijakan. 

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan gambaran apakah komunikasl. 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. 

20 
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3.3 Sasaran Penclitian 

3.3.1 Sumber lnformasi 

21 

a. Data primer yakni berupa data yang diperoleh di lapangan dengan 

menggunakan dua metode yaitu kuesioner kepada sampel 

penelitian dan wawan<:ara. 

b. Data sekunder yakni berupa data yang diperoleh dari hasil 

penelusuran dan penelaahan dokumen yang terkait dengan pokok 

permasalahan pada peneJitian ini. 

3.3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas pembahasan implementasi 

PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dilihat dari empat variabel, 

yaitu: komun.ikasi, sumber daya, dlsposisi dan struktur birokrasL 

3.4 Populasi dan Sampel 

Penentuan responden untuk pei1elltian ini dengan menggunakan sample 

random purposif Teknik ini dlpilih o1eh peneliti karena dalam penelitian ini 

melibatkan jumlab popu[asi yang relatifkecii, yaitu sebanyak 46 responden. 

3.4.1 Populasi 

PopuJasi pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memang 

bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik, yaitu Tim Monitoring Pengawasan Industri Cakram 

Optik dan perusahaan-perusahaan cakram optik yang pada saat dilakukan 

penelitian yang mempunyai populasi masing~masing sejumJah: 

a. Anggota Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram 

Optik yang dibentuk oleh Devartemen Perindustrian RI, melibatkan 

para pejabat dari Departemen Perindustrian dan instansi terkait lalnnya 

seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Ditjen. Bea dan Cukai, 

Ditjen. HKI dan Departemen Perdagangan, berjumlah 16 orang. 
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b. Perusahaan-perusahaan cakram optik yang terdaftar 

Perindustrian Rl berjumlah 30 perusahaan dengan 

di Departemen 
- -maSJng-masmg 

perusaha:an diwakili oleh satu orang, sehingga menjadi 30 orang" 

3.4.2 Sampel 

Adapun penentuan sampel untuk penelitian ini sebanyak 46, berdasarkan 

pemyataan Arikunto (1993) yaitu: "apabila subyeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil seluruhnya sehingga penelitiannya menjadi peneiitian populasi. 

Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10%-1 5% atau 20%-

25% atau lebih". 

3.5 Instrumen Penelitian 

Peneiitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai instrumen 

penelitian untuk memperoleh data primer dari responden yang nantinya akan 

dianallsis o!eh peneliti dan penelusuran literatur sebagai sumber data sekunder, 

3.5.1 Kuesioner 

Pengumpuiao data dengan cara berkomunikasi tidak laogsung) dengan 

menyebarkan lembar pertanyaan kepada respond en. Pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner bersifat tertutup agar memudahkan editing tabulasi dan 

pengolahan data. Setiap pemyataan disediakan 5 (lima) alternatif pilihan 

pendapat yang sesuai dengan pendapat responden. Adapun kelima alternatif 

pendapat dimaksud meliputi: 

a. Sangat Tidak Setuju 

b. Tidak Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Setuju 

e. Sangat Setuju 

3.5.2 Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung oleh 

peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan dalam 

penulisan tesis ini Dalam hal ini wawancara menggunakan panduan 
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wawancara berupa wawancara terstruktur kepada 3 (tiga} orang pejabat di 

Direktorat Jenderal HKI yang mengetahui secara mendalam tentang 

implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004 tentang 

Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Oplical Disc). 

Mereka adalab Kasubdit. Pengembangan1 Direktorat Kerja Sarna dan 

Pengembangan sebagai informan I~ Kasubdit PeJayanan Hokum, Direktorat 

lfak Cipta, Desain lndustri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia 

Dagang sebagai informan II dan Kasi Pertimbangan Hukum, Direktorat Hak 

Cipta, Desain Industri> Desain Tata Letak Sirkuit Terparlu dan Rahasia 

Dagang sebagai informan ill. 

3.5.3 Pene1nsuran Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah literatur yang 

membahas tentang: implementasi kebijakan, laporan Tim Nasional 

Penanggulangan Pelanggaran HKI untuk mendapatkan data mengenai jumlah 

pelanggaran basil hak cipta berupa CDNCD/DVD, dan data dari Departemen 

Perindustrian RI mengenai laporan pengawasan atas perusabaan cakram optik 

di Indonesia. 

3,6 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digonakan dalam kegiatan penelitian adalah: 

a. Penataan data mentah 

Kegiatan untuk mengatur dan mengorganisasikan (secara fisik) data 

mentah yang terkurnpul di lapangan 

b. Editing data 

Kegiatan memeriksa kembaH data yang diperoJeh dari lapangan 

meliputi kelengkapan data. kebenaran data dan relevansi data dengan 

penclitian 

c. Tabulasi data 

Kegiatan proses penyusunan nllai pendapat responden dalam S1.1atu 

tabulasi frekuensi yang sesuai dengan keperluan analisis, dimana 

pendapat responden diberi nilai, sebagai herikut: 
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Untuk altcrnatif pendapat responden STS diberi skala = I 
Untuk a!tematif pendapat respondenTS diberi skala = 2 

Untuk alternatif pendapat responden RR diberi skala '"' 3 

Untuk alternatif pendapat responden S diberi skala = 4 

Untuk alternatif pendapat responden SS diberi skala = 5 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik anallsis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif yaitu mendeskripsikan faktor~faktor yang mcmpengaruhi implementasi 

kebijakan Pcraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 tentang Sarana Produksi 

Berteknologi Tinggi untuk Cskram Optik (Optical Disc) ditinjau dari faktor 

kornunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur blrokrasi, Dengan penggunaan 

metode knantitatif dan kualitatif diharapkan bahwa data kualitatif dapat 

rnenunjang dan rnempetkuat ana lisa data ku&ltitatifyang dilakukan. 

Seluruh jawaban dari responden latu dibuatkakn persentase (%), dimana 

persentase yang paling dianggap sebagai jawaban yang memungkinkan untuk 

digunakan sebagai unsur penilaian dan kemudian dipersepsikan. Untuk 

memberjkan penilaian terhadap ni!al skor dari semua variabel maka diberikan 

penilaian berdasarkan skala Likert. sebagai berih."Ut: 

1. Jawaban sangat baik diberlkan penUaian 5 

2. Jawaban balk dibcrikan peniiaian 4 sampai dengan 419 

3. Jawaban cukup baik dibcrikan penilaian 3 sampai dengan 3,9 

4, Jawabankurang baik diberikan penila.ian 2 sampai dengan 2,9 

5. Jawaban tidsk baik diberi penilaian l sampai dengan !,9 
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!lAB IV 

GAMBARAN UMUM 

PERATURAN PEMERINTAR NOMOR 29 TAR UN 2004 TENTANG 

SARAN A PRODUKSI BERTEKNOLOGI TlNGGI UNTUK CAKRAM 

OPTIK (OPTICAL DISC) 

4.1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 

untnk Cakram Optik 

PP Nomor 29 tahun 2004 merupa.kan peraturan yang dibuat dalam rang!.;: a 

pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta yang berbunyi: 

(1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi 
berteknologi tinggi> khususnya di bidang cakram optik (optical 
disc), wajib mernenuhi semua peraturan perizinan dan 
persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang 
berwenang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi 
tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur 
pada ayat (!) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Tujuan pembuatan peraturan ini adalab untuk mencegah beredarnya 

cakram optik ilegal yang merugikan pemegang hak cipta dan menghindari 

persaingan yg tidak sehat perdagangan cakram optik dalam negeri 

Yang dimaksud dengan cakram optik sebagaimana yang tertuang rlalam 

Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik adalah segala macam 

media rek:am berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data infonnasi berupa 

suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan meka.nismc 

telmologi pemindaian {scanning) secara optik menggunakan sumber sinar yang 

intensitasnya tinggi seperti laser. 

Se<:ara umum pengaturan yang ada dalarn PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sarana Produksi 

Jenis <.ian sarana produksi ada1ah bagian ketentuan yang diatur dalam Bab 

II, mulai dari Pasal2 sampai dengan Pasal 6. Pad.a bagian ini menyebutkan 

jenis-jenis dari produksi cakram optik dan sarana produksi cakram optik 
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yang meliputi: mesin dan peralatan produksi c-akram optik dan bahan baku 

untuk membuat cakram optik, Sarana produksi cakram optik lebih lanjut 

didefinisikan sebagai segala bentuk media yang digunakan dalam proses 

produksi caknun optik kosong dan/atay cakram optik isi yang meliputi 

mesin, peralatan dan bahan baku. 

2. Kode Produksi 

Dalam Pasal 1 Angka & dlsebutkakn bahwa kode produksi adalah Source 

Identification Code (SID) yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan 

(mouki} Kode produksi ini wajib dimiliki setiap sarana produksi cakrarn 

optik di mana kode produksi tersebut telah diakreditasi antara lain oleh 

International Federation of Phonographic Industry (fr"Pl) dan diterima 

secara intemasional. Kode produksi ini selain harus tertera pada setiap 

stamper dan cetakan, juga harus tertera pada cakram oplik isi. 

Pencantuman kode produksi juga berlaku wajib bagi cakram optik isi yang 

diimpor dari negara asal secara jelas dan terbaca. Kode produksi yang 

dimiliki oleh industri cakram optik wajib didaftarkan kepada instansi yang 

membiciangi industri dan perdagangan. Perusahaan cakrarn optik juga 

diwajibkan memasang papan nama yang memuat dengan jefas nama. 

alamat, nomor telepon dan nornor izin usaha, Pemasangan papan nama 

sebagaimana dimaksud da[am pasal ini harus bersifat permanen dan tidak 

mudah dilepas atau dipindabkan. Dalam hal pelaku usaha memiliki 

fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harus dipasang 

papan nama, 

a. Kode Stamper adalah kode yang dimulai dengan huruf"L" (singkatan 

dari Laser Beam Recorder) yang menunjukkan identitas perusahaan 

yang memprocluksi stamper tersebut 

b. Kode Cetakan (Mould) adalah kode yang merupakan kombinasi huruf 

dan angka yang menunjukkan pabrik dan mesin manakah yang 

digunakan untuk mencetak cakram optik. 
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Gambar 4.1 Kodel'roduksi 

Sumber: Departemen Perindustrian RI 

3. Pengadaan Sarana Produksi 

Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengaiur tentang pengadaan sarana 

produksi. Pengadaan sarana produksi di sini mencakup impor serta 

produksi dalam negeri. 

Mengenai impor mesin dan peralatan produksi, bahan baku untuk 

memproduksi cakram optik, serta impor cakram optik kosong 

hanya dapat diimpor oleh lmportir Terdaftar (IT) yang memiliki 

Augka Pengenal Importir Terdaftar. Khususnya mengenai 

Pengadaan Mesin dan Peralatan Produksi serta Bahan Baku wajib 

mendapat persetujuan dari Menteri. 

Sedangkan untuk lmportir Cakram Optik wajib memiliki Angka 

Pengenal lmportir Cakram Qptik dan lisensi dari Pemegang Hak 

Cipta. 

Selanjutuya Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa perusahaan 

cakram optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan 

pendaftaranlregistrasi kepada Menteri. Kewajiban ini berlaku untuk 

perusahaan cakram optik yang telah beroperasi maupun yang barn. 

Pengaliban mesin dan peralatan produksi tersebut dalam bentuk jual 

beli, hibah pewarisan, wasiat, pe!janjian tertulis atau sebab-sebab 
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lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan wajib 

dilaporkan kepada Menteri. 

4. Pelaporan dan Pengawasan 

Perusahaan cakra:m optik wajib menyampaikan laporan kegiatan produksinya 

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus disampaikan paling lambat 

minggu kedua bulan berikutnya dari kewajlban penyampaian laporan berkala 

tersebut. Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan 

pengawasan kegiatan industri cakram optik.. Adapun pengawasan kegiatan 

industri cakram optik meliputi kelengkapan dokumen laporan berkala, 

ketentuan penggunaan kode produksi serta tanda lu Ius sensor dari i nstansi 

yang berwenang khusus bagi cakram optlk yang bersifat audiovisual. 

Terhadap perusahaan yang berindikasi tell!h melakukan pelanggaran dapat 

dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri danlatau Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil sesuai dengan epraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

5. Sanks! Administrasi 

Sanksi administrasi da[am PP Nomor 29 talrun 2004 tentang Calrram Optik 

berupa: 

1. Pencabutan atau pembekuan izin usaha cakram optik yang dimilikl pelaku 

usaha; dan!atau 

2. Pemberitaan melalui media massa rnengenai pelangga.ran yang di1akukan 

oleh pelaku usaha 

Khusus mengenai penolakan untuk menaatl pengawasan dan pemeriksaan, 

sanksi yang dikenakan hanyalah berupa pencabutan atau pembekuan izin 

usaha cakram optik 

Secara umum, PP Nomor 29 Tahun 2004tentang Cakram Optik mengatur: 

a. Setiap perusahaan industri cakram optik wajib memHiki Izin Usaha 

Industri (IUl) atau Tanda Daftar Industri (TDI) 

b. Perusahaan industri cakram optik wajib memperoleh kode produksi berupa 

Source Identification . Code (SID) dari lembaga yang diakui secara 
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intemasional dan wajib mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Industri 

Agro dan Kimia Departemen Perindustdan RI. 

c. Perusahaan industri cakram optik yang rnelakukan perbanyakan/replikasi 

wajib mendapatkan Lisensi dari pemegang hak cipt~ Tanda Lulus Sensor 

dari Badan Sensor Film untuk produk film/video dan menyampaikan 

contoh hasil replikasL 

4.2 Cakram Optik 

Cakram oplik adafah media penylmpanan data elektronik yang dapat 

ditulisi dan dibaca menggunakan sinar laser berdaya rendah. 

Cakram optik menawarkan banyak kelebihan dibanding media 

penyimpanan magnetis. Cakram optik menyimpan jauh lebih banyak data. 

Kontrol dan fokus yang lebih besar yang dimungkinkan oleh sinar laser 

(dibanding dengan head magnetis yang mungil) berarti lebih banyak data yang 

dapat dltulis dalam ruang yang lebih keciL Kapasitas penyirnpanan meningkat 

seiring dengan munculnya media optis generas.i bam. Standar yang baru muncul, 

seperti blu-ray, menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 25 gigabit (GB) pada 

sebuah cakram lapis tunggal berdiameter 12 sentimcter pada satu sisi Cakram 

optik diproduksi dengan biaya rendah dan data yang disimpan di dalamnya relatif 

tahan terhadap berbagai ancaman lingkungan sekitar, seperti loncatan listrik atau 

gangguan magnetis. 

4.2.1 Jenis-jenis Cakram Optik 

Dilihat dari isinya, nakram optik dapat dibagi menjadi: 

a. Cakram Optik Kosong (CD/DVD Rekam) 

Cakram optik yang digunakan untuk menyimpan data melalui proses 

pembakaran atau penyalinan discbut sebagai cakram optik kosong atau 

lebih luas dikenal senagai CD-R atau DVD-R 

b. Cakram Optik lsi (Cakram Pra-Rekam) 

Cakram optik yang sudan memiHlci isi data do dalamnya yang tidak dapat 

dihapus atau diubah disebut cakrarn optik isi. lstilah populer untuk jenis 
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cakram ini adalah CD Audio, VCD, DVD dan CD-ROM, sesuai dengan 

format isinya. 

4.2.2 Aspek-aspek Fisik Cakram Optik 

a. Sisi Baca 

Sisi ba.ca adalah bagian dari cakrarn optik yang dibaca oleh sinar laser. 

Jika cak:ram diletakkan di daJam sebuab pemutar CD, sisi baca ini 

rnenghadap ke bawah, Pada sisi baca ini, biasanya kode produksi, kode 

barang (barcode) dan identitas lainnya milik perusahaan klien 

diterakan, temtasuk infonnasi digital. 

b. Sisi Cetak 

Sisi cetak adalah bagian cakram optik di mana label tercetak. Pada 

produk cakram optik, logo CD AudioNCD/ROM atau DVD perlu 

dicetak untuk menunjukkan format isinya. 

4.3 Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Jndustri Cakram Optik 

Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2004 tenlang Sarana Produksi 

Berteknologi Tinggi Untuk Cakrarn Optik (Optical Disc) khususnya pasal 13 

sampai dengan pasal 15 yang mengatur mengenai pelaporan dan pengawasan, 

maka untuk penerapannya diperlukan peraturan lebih lanjut yang diatur dalam 

Keputusan Menteri Perindusuian dan Perdagangan RI No. 648/MPP/Kep/1 0/2004 

tanggal 18 Oktober 2004 mengenai Pelaporan dan Pengawasan Perusahaan 

Indus!ri Cakram Optik (Optical Disc) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 

14 PP No 29/2004 tersebut. 

Dalam Kepmen tersebut ada dua pembagiau dalam pengklasiftkasian 

perosahaan industri cakram optik. Yang pertama bagi setiap pendirian perusahaan 

lndustri cakram optik baru maupun setiap perluasannya diperlukan izin yang 

disebut dengan Izin Usaha Industri Cakram Optik (IUI Cakram Optik). Yang 

kedua adalah kelompok industri kecil yang diberikan Ianda daftar yang disebut 

dengan Tanda Daftar Industri Caram Optik (TDI Cakrarn Optik). Sebingga 

dengan adanya ketentuan ini setiap Perusahaan Industri cakram optik sesuai 
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dengan pengklasifikasiannya wajib memiliki lUI atau TDI untuk setiap lokasi 

sarana produksi cakram optik . 

. Mengenai ketentuan dari setiap perusahaan cakram optik yang memiliki 

izin wajib mernasang papan nama yang memuat dengan jelas sedikitnya nama 

perusahaan, alamat lengkap, nomer telpon, jenis usaha dan nomer lUI atau TDI 

cakram optik. Papan nama tersebut wajib dipasang di setiap lokasi sarana 

produksi deitgan penempatan yang mudah dibaca oleh umum. Pendaftaran atau 

registrasi wajib dilakukan kepada Direktorat Jenderal lndustri Agro dan Kimia 

Departemen Perlndustrian oleh setiap perusahaan industri cakram optik yang 

memiliki mesin dan peralatan. Terhadap pengaliban mesin dan peralatan melaiui 

pengalihan hak, dengan cara jual beH, penyewaan, hibab, pewarisan, wasiat, 

perjanjian tertutis atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan dalam perundang

undangan wajib melaporkan kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia 

dan wajib rnemperbaharui izin cakram optik oleh penerima pengalihan hak sesuai 

dengan Kepmen pasal6 ayat (I) . 

Tim Monitoring Cakram Optik bertugas memonitor dokumen perusahaan 

dan kegiatan perusahaan industri cakram optik: 

a. Kelengkapan perizinan industri dan kode produkBi; 

b. Penggunaan hak cipta, Jisensl dan tanda h1Ius sensor serta memantau 

kemungkinan adanya peJanggaran aspek hukum; 

c, Kegiatan pembelian~ penggunaan bahan baku, asal usul mesin serta 

peralatan cakram optik; 

d. Kegiatan produksi dan penjualan cakram optik serta administrasi 

persediaan hahan baku dan barang jadi cakram optik; 

e. Kegiatan ekspor dan irnpor cakram optik kosong dan atau lsi serta 

meiakukan pemantauan peredaran cakram optik; 

f. Kegiatan pelaporan periodik perusahaan lndustri caktam optik setiap 3 

(tiga) bulan. 

Bagj perusahaan industri cakram optik yang memiliki beberapa sarana 

produk.si di tempat terpisah wajib melaporkan kepada instansi Pembina teknis 

setempat · dengan tembusan kepada Direktur Jenderal lndustri Agro Kimia 

Departernen Perindustrian RI. Pelaporan wajib itu metiputi: 
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a. Informasi umum perusahaan industri cakram optik; 

b. Laporan pembelian dan penggunaan bahan baku cakram optik; 

c. Laporan pembelian dan penggunaan stamper, rnesin dan peralatan cakram 

optik; 

d. Laporan produksi/penjualan; 

e. Laporan persedian. 

I~aporan yang dilakukan sebagaimana ketentuan ini wajib dilakukan setiap 

triwulan dlsampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya yang 

ditujukan pada Menteri dengan tembusan Dirjen Jndustri Agro Kimia, Dirjen 

Perdagangan Luar Negeri, Dalam Negeri, Dirjen Industri Logam, Mesin, 

Elektronika dan Aneka kemudian dokumen tersebut wajib disimpan minimal 

selama 5 tahun untuk kepentingan pemeriksaan. 

Dalam rangka pengawasan cakram optik isi setiap perusabaan industri 

cakram optik wajib mendaftarkan kode produksi yang berupa Source 

ldemification Code (SID) yang telah diakui/diakreditasi secara internasional 

kepada Dirjen Industri Agro IGmia untuk legalitas penggunaannya di Indonesia. 

Pengawasan terhadap dokumen cakram optik tersebut dapat dilakukan sewaktu

waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) 

bulan sekali yang pengawasan itu meliputi: 

a. Izin usaha industri, l!sensi dan tanda Julus sensor, serta kode produksi~ 

b. Penggunaan mesin dan peralatan cakram optik~ 

c. Pembelian, penggunaan dan persediaan bahan baku; 

d. Kegiatan produksi/penjualan cakram optik; 

e. Per<ediaan barang jadi cakrarn optik; 

f. Kegiatan ekspor dan impor cakrarn optik isi dan atau kosong; 

g. Pelaporan periodik perusahaan industri cakram optik setiap 3 (tiga) bulan. 

Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim monitoring yang keanggotaannya terdid 

dari instansi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan 

Kimia, Departemen Perindustrian. 

Terhadap ketentuan pelanggaran yang dimuat dalam Kepmen tersebut 

dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi 

administratif diberikan atas pelanggaran terhadap perusahaan industri cakram 
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optik yang tidak melakukan pendafiaran/registrasi, pendafiaran peralihan, dan 

mctakukan laporan secara berkala untuk kepentingan pengawasan yang berupa 

pembekuan atau pencabutan izin usaha dan pemberitahuan kepada media massa 

mengenai pefanggaran yang dilakukan. Penolakan terhadap pengawasan yang 

akan dilakukan oleh Tim Monitoring akan dikenakan sanksl administratif yang 

berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Dalam 

ketentuan peraiihannya memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada perusahan 

industri cakram optik untuk menyesuaikau diri sesuai dengan keputusan tersebut. 

Secara teknis keputusan tersebut ditetapkan oleh Dirjen Industri Agro dan Kimia. 
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IIASIL DAN PEMBA!IASAN 

5~1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Varia bel Hasil Kuesioner 

Bcrdasarkan kuesioner yang telah disebarkan dengan melibatkan empat 

variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokras~ 

dlperoleh garnbaran sebagai berikut: 

5.1.1.1 Variabel Pencapaian Tujuan 

Dalam tabel berikut akan dijabarkan implementasi PP Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Cakram Optik yang selama ini telah berlangsung. Kepada para 

responden diberikan 10 (sepuluh) pernyataan, masing-masing sebagai berikut: 

Tabel5.1. 

Indikatnr Pereda ran Cakram Optik llegal 
,-· -· 

Pendapat Frequency Percent Valid Crmmlative 
Percent Percent 

··~ 

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9 . 
Tidak Setuju 37 80,4 80,4 91,3 

Ragu-ragu - - - -

isettlju 
--.. __ .. ... __ .. _ 

4 8,7 8,7 100,0 

Sangat Setuju - - - -
---.. - ---.. -

Total 46 100,0 100,0 

Rata-rata 2,06 
---- . --. . . . . . 

Sumber. Hasil Penehtran (drolah oleh penelll!) 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa sebanyak 37 responden 

(80,4%) menjawab tidak setuju ketika ditanyakan tentang peredaran cakram optik 

ilegal yang semakin berkurang dari tahun ke tahun, hanya 5 responden (10,9%) 

yang menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (8,7".1,) yang berpendapat 

setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,06 tennasuk dalam kriteria 

.kurang. 
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Sulit untuk diketahui data tentang peredaran cakrarn optik ilegal sebelum 

ditetapkannya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, namun hila 

diamati di lapangan. produk cakram optik ilegal masih mudahnya ditemukan 

· dijual bebas dan banyak peminatnya. 

Tabel 5.2. 

Indikator Harga Jnal Cakram Optik Ilegal 
-· 

Pendapat f·J·equency Percent Valid Cumulative 

'sa;;gat Tidak setuju 
Percent ... Percent ···-

. . - -
tnd.k Setuju 

. ' .10 91 . .. 
5 !0,9 10,9 , 

Ragu-ragu - - . . 
Setuju 21 45)7 45,7' 56,5 

-
Sangat Setuju 20 43,5 43,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0 .. 
i Rata-rata 4j2l 

~ 

Sumber: Hasil Penelitian (drolah oleh peneliti) 

Dilihat dari tabel 5.2, diketahui bahwa sebanyak 21 responden (45,7%) 

menyatakan setuju bahwa harga jual cakram optik ilegal masih lebih murah 

dibandingkan dengan hargajual cakram optik legal, bahkan 20 responden (43,5%) 

berpendapat sangat setuju. Hanya 5 responden (10,9%) yang menjawab tidak 

setuju, Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai 4,21 termasuk dalam kriteria baik, 

artinya, sebagian besar responden sepakat bahwa ada ketimpangan harga jua[ 

antara eakrarn optik ilegal dan legal di pasaran. 

Perbedaan harga jual cakram optik ilegal dengan legal memang sangat 

jauh. Produk cakram optik ilegal dijual dengan kisaran harga Rp 6,000,- per 

keping, bandingkan dengan produk cakram optik legal yang dijual dengan kisaran 

harga Rp 15.900 hingga puluban ribu per keping. 
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Tabel5.3. 

lndikator Biaya Produksi Cakrnm Optik 
...---------~--· 

Valid I ----
Pendapat Frequency j Percent Cumulative 

Percent Percenl 
's;,;gat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 
··- ---- ·-··-,---· 

18 39,1 3~ 39,11 
~igu-ragu 13 28,3 28,3 67,4 ------- ··-·- ----

f-----21,71 -- s9,ij Setuju 10 21,7 

Sangat Setuju 
:-----· 

5 10,9 10,9 100,0 
-- ----

JOO,O 
- --

Total 46 100,0 ------
Rata-rata 3,04 

c~~"--·--,- ~---. ' 
Sumber: Hasll Penehttan (diolah oleh penehtl) 

Berdasarkan tabel 53 di atas, diketahui bahwa sebanyak 18 responden 

(39,1%) menjawab tidak: setuju dengan pernyataan biaya produksi cakram optik 

semakin menurun (murah), 13 responden (28,3%) menjawab ragu-ragu, 10 

responden (21,7%) menyatakan setuju dan hanya 5 responden (10,9%) yang 

menyatakan sangat setuju. Dilihat dari nHai rata-rata, maka nilai 3,04 termasuk 

dalam kriteria cukup, artinya, sebagian besar responden berpendapat bahwa biaya 

produksi cakram optik masih tinggi. 

Produksi cakram optik memang masih menjadi produksi berbiaya tingg~ 

ini karena bahan baku cakram optik yaitu poiycarbonate yang masih harus 

diimpor dari luar negeri. Begitu pula mesin dan peralatan cakram oplik yang juga 

diimpor. Produksi berbiaya tinggi ini berimbas pada masih mahalnya harga jual 

cakram optik isi yang !egaL 
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Tabel5.4 

lndikator Razia Pereda ran Cakram Optik Degal 
;--··· 

Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative l Percent Percent 
Sangat Tidak Setuju - - - -
Tidak Setuju 19 41,3 41,3 41,3 

Ragu-ragu 
!----

10 21,7 21,7 63,0 
~ •. ... ·-

Setuju 8 17,4 17,4 80,4 

Sangat Setuju 9 19,6 ! 19,6 100,0 
- ~--

Total 46 100,0 100,0 

Rata-rata - 3,15 
--. .. . . 

Sumber. Hasii Peneht~an (drolah oleh penehtl) 

Sebanyak 19 responden (41,3%) menyatakan tidak setuju babwa razia 

pereda.ran cakram optik ilegal sering dilakukan oleh aparat penegak hukum, 10 

responden {21,7"/o) menjawab ragu-ragu, hanya 9 responden (19,6%) menyatakan 

sangat setuju dan 8 responden (17,4%} menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai 

rata-rata, maka nilai 3,15 termasuk dalam kriteria cukup, a.rtinya sebagian besar 

responden melihat bahwa razia peredaran cakram optik ilegal lidak sering 

dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Konsistensi aparat penegak hukum dalam melakukan razia perlu dijaga, 

karena dengan makin seringnya razia dilakukan, maka para produsen~ pedagang 

dan pembeli prorluk cakram optik ilegal merasa tidak nyaman. Hasil razia 

sebaik.nya dilanjutkan ke proses selanjutnya dengan membed sanksi hukuman 

kurungan dan denda sehingga ada efek jera bagi mereka. 

Universftas lndonesia 

' 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



Tabel5.5 

Indikator Pengawasan Impor 1\fesin Pengganda 

dan Polycarbonate Sudah Optimal 

38 

I Pendapat Frequency Percent ---·-1 Valid Cumulative 
Percem I 

~ 
~ 
f~ 
Is 

~ 
R I_ 

Percent -- -
angat Tidak Setuju 4 8,7 

it-·-~ 
I ··-----· 

idak Setuju 22 47,8 56,5 
--·--·--· 

gu-mgu 15 32,6 32,6. 89,1 
. ------'-

etuju 5 10,9 10,9 100,0 

angat Setuju 
1----~-·-'-

- - - -
·~----· 1--·--·-1-·-·i----··~ ···-------

otal 46 100 0 100 0 , ' ·-·-·-·-1--·--1---·--1--·-· 
ata-rata 2 45 ~ 
·-~-----------' L__ ________ --~-~-- ------

Sumber: Hasit Penelitian (diolah oleh peneliti) 

Ketika ditanyakan kepada responden tentang pengawasan impor mesin 

penggandalreplika dan bahan baku cakram optik (polycarbonale) sudah optimal, 

22 responden (47,8%) menyatakan tidak setuju, 15 responden menjawab ragu

ragu, 4 respanden menyatak:an sangat tidak setuju dan hanya 5 responden yang 

menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 2,45 termasuk 

dafam kriteria kurang, artinya sebagian besar responden berpendapat bahwa 

pengawasan impor mesin pengganda/replika dan bahan baku cakram optik 

(polycarbonate) masih kurang optimaL 

Departemen Perindustrian RI telah secara berka)a melakukan pengawasan 

atas impor mesin pengganda!replika dan bahan baku calcram optik, di antaranya 

dengan membuat ketentuan-ketentuan yang wajjb ditaati oleh perusahaan industri 

cakram optlk yang ada di Indonesia. Selain itu rnereka juga melakukan 

pengawasan industri cakram optik isi dengan memberikan rekomendasi impor 

cakram optik isi secara lebih selektif 
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Tabel5.6 

Indikator Kesadaran Perusahaan Cakram Optik untuk 

1\tlendaftarkan Kode Produk.sinya 

~Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

at Tidak Setuju - - - -
J Tidak Setuju 

- . 
5 10,9 10,9 10,9 

. ···--· 
Ragu-ragu 9 19,6 19,6 30,4 

···-
Setuju 58,71 27 58,7' 89,1 

1--;c;·-· ·- ------
Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0 
___ ... 

Rata-rata 3,69 
. . . .. 

Sumber: Hasil Penehtran ( drolah oleh penelrtr) 

Berdasarkan tabel 5.6, diketahui bahwa 27 responden (58,7%) menyatakan 

seruju telah banyak perusahaan cakram optik yang mendaftarkan kode 

produksinya ke Departemen Perindustrian Rl, hanya 9 responden (19,6%) yang 

rnenjawab ragu-ragu, dan masing-masing sebanyak 5 responden (10,9"/o) 

menyatakan tidak setuju dan sangat setuju. Bila melihat nilai rata-rata, maka nilai 

3,69 tenmasuk dalam kriteria cukup. 

Kesadaran perusahaan industri cakram optik ilegat untuk mendaftarkan 

kode produksinya sebagai bagian dari kewajiban yang harus dilakukan 

sebagaimana yang sudah diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik. 
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Tabel5.7 

Indikator Pengawasnn Perusahaan lndustri Cakram Optik Secara Berkala 

Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative ----,1 
~--:-=c-;--;;--:-c--t----t---+-'P'-e"r~ce0010011_+--· Per.r::_ent ~· 

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9 
1-;;;c,-,,..-:-·~---t----t---+-~··--··---

1 Ti:~iu __ ._ -·--~c-~ -·-··--g~ 7 19,61 

i Setuju . 23 50,0 50,0 69,~ I 
lsangat Sernju·-- - 14 ~ 3~= 30,4 1 ·--· wo,oJ 

~.---- 3,:~ 100,0 100,0 i --=-~ 
Sumber: HaSil Penelitian (drolah oleh peneliti) 

Sebanyak 23 responden (50%) menyatakan setuju dengan pemyataan 

pengawasan kegiatan perusahaan industri cakram optlk dilakukan secara berkala, 

14 responden (3014%) bahkan menyatakan sangat setuju, sedangkan 5 responden 

(10,9%) menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (8,7) menjawab tidak 

setuju, 

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Departemen Perindustrian RI telah 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan industri cakram optik yang ada di 

seluruh wilayah Indonesia, pengawasan tersebut mulai dari pengawasan 

administratif hingga melak:ukan k:unjungan ke lapa.ngan. Pengawasan inl pedu 

dilaksanak:an guna menjaga konsistensi dan ketaatan perusabaan cakram optik 

dalam berproduksi. 
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Tabe!S.S 

lndikator PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik 

sebagai Upaya Pemerintalt Menat·ik In\'estor 

Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju - . . -
... 

I 
... .. 

Tidak Setuju 9 19,6~19,6 19,6 

Ragu-ragu 5 30,4 I 10,9 10,9 

Setuju 27 58,7 58,7 89,1 

Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0 
----- ··-

Total 46 100,0 100,0 ----
Rata-rata 3,60 

-;;-···· . . .. ··~ 

Sumber: Hastl Penehttan (dtolah oleh penehtt) 

Dilihat dari tabel 5.8, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

respcnden yaitu 27 responden (58,7%) menyatakan setuju bahwa adanya PP 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Ca!cram Optik merupakan upaya pemerintah 

menarik investor untuk menanamkan moda1nya di Indonesia, masing-masing 5 

responden (10,9%) menyatakan sangat setuju dan ragu-ragu dan hanya 9 

responden (19,6%} menjawab tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 3>60 tennasuk dalam k.riteria cukup, artjnya., sebaglan besar responden 

berpendapat bahwa adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 

merupakan upaya pemerintab untuk menarik penanarn modal. 

PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini memang sebagai 

bagian dari pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2001tentang Hak Cipta. Peraturan 

ini juga sebagai bagian dari upaya pernerintah Indonesia daiam mengamankan 

iklim investasi dalam negeri sehingga dengan adanya ketentuan ini diharapkan 

para investor merasa aman untuk menanamkan modaJnya di dalam neger.i karena 

adanya peraturan yang jelas. 
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Tabel5.9 

Indikator PP Nomor 29 Tahun 2004 Dapat Menccg.ah Pereda ran 

Cakram Optik.Degal 

Pend a pat Frequency Percent valid Cumulative 
Percent Perce Ill 

42 

~ 

~ Sangat Tidak Setuju - - - -
hidak Setuju - - - ------

Ragu-ragu 9 19,6 19,6 19,6 

Setuju 23 ' 50,0 50,0 69,6 
--· -t---·-'-+-

_ _:_ I Sangat Setuju 14 30,4 30,4 100,0 

· Total 46 wo,o 1 100,0 l Rata-rata -:=___ , , 1 , 4c~ ---=-1- ·--· 

' ' ·- ·-·--· 
Sumber Hasd Penehttan (dwlah oleh penehtt) 

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa 23 responden (50'/o) setuju bahwa 

implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat mencegah 

peredaran cakram optik ilegal, 14 responden (30,4%) bahkan sangat setuju dan 

hanya 9 responden (19,6%) yang ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 4,10 termasuk kriteria baik, artinya, banyak responden yang berpendapat 

bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik dapat 

mencegah pereda:ran cakram optik ilegaL 

Keteutuanwketentuan yang tertera dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tenta.ng 

Cakrarn Optik memang mengatur produksi cakrarn optik, dalam hal ini ketentuan 

fisik cakram optik dirnana adanya kewajiban mencantumkan kode produksi di 

setiap keping cakram optik, dan semua mesin serta bahan baku juga diawasi dan 

didaftarkan. Secara berkala, perusahaan cakram optik memberikan laporan 

produksinya. 
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Tabel5.10 

lndikator PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 

Dapat Mencegah fersaingan Tidak Sehat 

Pendapat .f"requency Percent Valid Cumulative 

t-o··· . Percent Percent . 
Sangat Tidak Setuju . - - -
Tidak Setuju 10 21,7 21,7 21,7 

.. .. 
Ragu-ragu 5 10,9 10,9 32,6' 

···--'-
Setuju 27 58,7 . 58,7 i 91,3 

f-;;-······ ····-
871 

·····-
Sangat Setuju 4 8,7 100,0 , 
Total 46 100,0 100,0 

t--o~· .. 
Rata-rata 3,54 

. . . . . . 
Somber: Hasll Peneht1an (d10lah oleh penehtl) 

Dilihat dari tabel 5.10 diketahui bahwa sebanyak 27 responden (58,7%) 

menyatakan setuju bahwa implementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram 

Optik dapat mencegah persaingan tidak sehat, 10 responden (21,7% menyatakan 

sebaliknya atau tidak setuju, 5 responden (10,9"/o) menjawab ragu-ragu dan hanya 

4 respond en {8, 7%) yang menjawab sang at setuju. Jika me1ihat dari nilai rata-rata, 

maka nilai 3,54 tennausk kriteria cuknp. 

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Cakram Optik yang mengatur produksi cakram optik dan kewajiban perusahaan 

ca.kram optik diyakini sebagian besar responden dapat mencegah persaingan tidak 

sehat. Sehingga tidak ada lagi perbedaan harga jual cakram optik ilegal dan legal 

yang terlalu besar. 
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5.1.1~2 Variabe1 Komunikasi 

TabeiS,Il 

Pengetahuan Pelal<sana ten tang PP Nomor 29 Tahun 2004 

:--~ Pendapat -l-p,:eq'_'"_n_cy-+-P-•_rc_e_n_t +----"-Vi"a-"/"-Jd"'----l--C-"u-'m"'u"/a:c/i"·ve __ ---1 
~- Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9 

iJ'idak seiuju =r---~190 - 19,6 __ 19,;,+--- 30,4 

Ragu-ragu ~ 21,7 21,7 52,2 

's;;i;;ju r 171 37,0 ----37-',0-t--- 89,1 
fsa~gat SetUju --- . 5 . +------.:....!----.. -'---

10,9 10,9 100,0 
~------+----4-6t--l-OO~,O-t----10-0~,0+------~ 

Rata-rata 

Sumber. Hasil Penelitian ( dJOlah oleh peneliti) 

Dilihat dari tabel dt atas. ketika kepada para responden diberikan 

pemyataan bahwa seluruh pelaksana sudah mengetahui PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik, sebanyak 5 responden atau setara dengan 10.9"/o 

menyatakan sangat tidak setuju, responden yang menyatak:an sangat setuju juga 

mencapai jumlah yang sama yaitu sebanyak 5 responden, sebagian besar 

responden yaitu 17 orang (37%) menyatakan setuju. sedangkan 10 responden 

(21,7%) bersikap ragu-ragu dan sisanya yaitu 9 responden (19,6%) berpendapat 

tidak setuju. Bila dilihat rata-rata yang diperoleh atas pemyataan ini yaitu 3,17 

maka berkriteria cukup baik. 

Sebagian besar responden berpendapat hahwa pelaksana PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini sudan mengetahui ketentuan-ketentuan 

yang ada di dalamnya. Ini berarti transmisi informasi sudah betjalan dengan baik. 
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Tabel5.12 

Maksud dan Tujuan PP Nomor 29 Talmo 2004 
·----

Pendapat Fre;iltency j Perceill- Valid Cumulative 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9 

Tidaic Setuju 
_ __;_ 

24 52,2 52,2 63,0 
-----------1 

Ragu-ragu 9 19,6 19,6 82,61 
-

wo,ol I Setuju 8 i 17,4 17,4 
-----

-I I Sangat Setuju - - -___ .. _ ____ .. _ 

~ 
46 100,0 100,0 j 2,43 Rata~rata ... __ .. _ . .. . . . 

Sumber: Hasd Penehttan (d<o1ah olen penehtt) 

Ketika diberikan pernyataan tentang pemahaman pe1aksana atas maksud 

dan tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebanyak 24 

responden (52,2%) berpendapat tidak setuju, 9 responden (19,6%) berpcndapat 

ragu-ragu, 8 responden (17,4%) menyatakan setuju dan sebanyak 5 rsponden 

(10,9 meraga sangat tidak setuju. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 

rata-rata 2,43 berada pada kriteria kurang baik. 

Namun ketika lebih lanjut ditanyakan tentang maksud dan tujuan PP 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebagian besar responden 

berpendapat bahwa para pelaksana be[um memahami sepenuhnya maksud dan 

tujuan dilaksanakannya peraturan ini 
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Tabel5.13 

Pemahaman tentang Mekanisme Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 

Pendapat Frequency ! -Percent Valid I Cumulative 
{ Percent Perr.:eni 

_!~gat Tidak Setuju \--+--=-1-- - -
··-··-

Tidak Setuju ·+·-2* 52,2 52,2 52,2 
. 

Ragu-ragu 9 19 6 19,6 71,:_] 
-c-~-·-·--r--Gt-·-' --· ·-·-·-

SetUJU 13 28,3 28,3 
I 00,~ J sangat Setuiu-·---t··-·-~-r--: f-- -~r--

----r---l-·- -·--Total 46 100 0 I 100 0 

---i ' ' 
1 Ra~a-rata 2,76\ 

. . . . . . . . 
Sumber: Hasll Penehtmn (d1olah oleh penehll) 

Berdasarkan tabel 5.13 tersebut, sebanyak 24 responden (52,2%) 

menyatakan tidak setuju bahwa mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 

2004 sudah dipahami dengan jelas, 13 responden (28,3%) menyatakan setuju dan 

9 responden (19,6%) menyatakan ragu-ragu. Apabila dilihat dari nilai rata-rata, 

maka 2, 76 mengindikasikan bahwa pemahaman Tim Monitoring Pengawasan 

Perusahaan Industri Cakraro Optik tentang mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 

Tahun 2009 masih kurarg baik. 

Komunikasi juga kurang berjalan dengan baik dalam hal kejelasan 

mengenai mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cakram 

Optik. Peraturan ini, berdasarkan data yang diperoleh dari para responden, masih 

kurang optimal disosialisasikan. 
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Tabel5.14 

lndikator Pelaksana Selalu Berkonsultasi Saat 1\Ienghadapi Kesulitan dalam 

Melaksanakan PP Nomor 29 Tabun 2004 

Pendapat F'requency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

--;;-··· --
Sangat Tidak Setuju - - - -

···-
Tidak Setuju 4 8,7 8,7 8,7 

t-ll.agu-ragu -· ····-
20 43,5 43,5 52,2 

·-Setuju 22 47,8 47,8 100,0 - -
Sangat Setuju - - - -
Total 46 wo,o 1 100,0 

Rata-rata 3,39 
. . . .. 

Sumber: Has!l Penehttan (d10lah oleb penehtt) 

Berdasarkan label 5.14, 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa 

pelak:sana selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal lodustri Agro dan 

Kimia, Departemen Perindustrian ketika menghadapi kesulitan dalam 

melaksanakan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang Cakram Optik., 20 responden 

(43,5%) menyatakan ragu-ragu dan lmnya 4 responden (8,7".4) menyatakanan 

tidak setuju. Dengan nilai rata-rata 3,39, rnaka indikator ini berada pada kriteria 

cukup baik. 

Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP Nomor 

29 Tabun 2004 tentang Cakram Optik., Departemen Perindustrian RI, khususnya 

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia secara berkala mengadakan 

pertemuan dengan Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik. 
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Tabel5.15 

Konsistensi Pelaksanaan l'P Nomor 29 Tahun 2004 

Pendapat I Frequency Percent Valid r--Cumu!Otive ~---

Percent Perc.ent ~--
Sangat Tidak Setuju - - - ---
Tidak Setuju 14 30,4 30,4 30,4 
~--- -
Ragu-ra!,'ll 19 41,3 41,3 71,7 

Setuju 13 28,3 28,3 i 100.~ I 
Sangat Setuju - - -I I ·-··-· -·-l Total 46 100,0 100,0 

·+--- --~--~--

Rata-rdt<:. 2,97 
----. .. . . . 

Sumber: Hasll Penel!ltan (d1olah oleh penehtr) 

Ketika para responden diberikan pemyataan tentang k:onsistensi 

pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 maka 19 responden (41,3%) menyatakan 

ragu-ragu, 14 responden (30,4%) menyatakan tidak setuju dan sebanyak 13 

responden (28,3%) menyatakan setuju. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka uilai 

2,97 berada pada kriteria !mrang baik. 

Konsistensi implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Cakram Optik masih banyak diragukan oleh sebagian besar responden. Sanksi 

administrasi juga secara konsisten harus ditegakkan begitu pula dengan sanksi 

nonadministratif seperti donda dan hukuman penjara untuk pelanggaran UU Hak 

Cipta. 
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5.1.1.3 Variabel Sumber Daya 

Tabel5.16 

JumJah Tim Monitoring Perusahaan Industti Cakram Optik 

I Pendapat Frequency Percent Valid j Cumulative 

,--~+----+---+-·.ferc.ent _

1 

-Percent ___ -" 
[ Sangat Tid~_k_S_e_tu_Ju_4_ ----+---+- _ 

Tidak Setuju !9 41,3, 41,3 41,3 
~-+-~- -+--'--+ -~-'-+-----'-l 

Ragu-ragu 
----+----+---+-~---+--~--

~se_tu_ju~-~--le---. 22 47,8+~--47._,8+-_____ 89._,--11 

'"=San~ga_t_s_etu_,_·u---1-----5+-_1_0,:..9+----1 0._,9-1---- !00,0 

Total 46 _l_o_o~,'-o+-__ 1_oo_:__,o+-
Rata-rata 3,28 

-=-"-~-...,:._,-L-~~L---1__---__J 
Sumber: Hasil Penelitian ( dio1ah oleh peneliti) 

Berdasarkan tabel 5 .16, temyata menurut 22 responden, jumiah anggota 

tim monitoring perusahaan industri cakram optik telah memadai, 5 responden 

bahkan merasa jumlah anggota Tlm Monitoring sudah sangat memadai dan 

sehanyak 19 responden menyatakan kurang memadai. Apabila dilihat dari nHai 

rata-rata, maka nilai 3,28 berada pad a kriteria cukup baik. 

Jumlah anggota Tim Monitoring Perusahaan lndustri Cakram Optik 

menurut sebagian besar responden sudah memadai. Sebanyak 16 pejabat dari 6 

(enam) instansi pemerintah menjadi anggota tim untuk melakukan pengawasan 

terhadap 30 peruaahaan industri cakram optik. 
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Tabel5.17. 

Pemahaman Anggota Tim ~Ionitoring ten tang PP Nom or 29 Tahnn 2004 

Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju ' - - - -

frtdak Setuju 15 32,6 32,6 32,6 . 
. Ragu-ragu 14 30,4 30,4 63,0 

Setuju 17 37,0 j 37,0 100,0 
--- ---'--

Sangat Setuju - - - -

Total 46 100,0 100,0 

Rata-rata 3,08 f .. . . 
Sumber: Hasll Peneltttan (d10lah oleh penel!tt) 

Ketika kepada responden diberikan pemyataan pemahaman anggota Tim 

Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik, hanya 17 responden (37%) 

menyatakan setuju. J4 responden (30,4%) menyatakan ragu-ragu dan 15 

responden (32,6%) menyatakan tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 3,08 ber-.Wa pada kriteria cukup baik 

Sebagian besar responden meyaldni bahwa pemahaman anggota Tim 

Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mengenai PP Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Cakram Optik sudah memadai. 
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Tabe15.18 

Kualifikasi Tim Monitoring dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 

I Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju - . . . 
Tidak Setuju 15 32,6 32,6 32,6 

Ragu-ragu 4 8,7 8,7 41) 

~etuju 27 58,7 58,7 100,0 

angat Setuju =t=;· . - . 
.. 

j , Total 46 100,0 100,0 

t Rata-~at; .. .. ...:_ -·· -
: 3,26 

-. .. . . Sumber: Has!l Penehttan ( dJ01ah oleh peneht1) 

Dilihat dari tahel 5 .18, temyata ketika diberikan pemyataan bahwa Tim 

Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakrnm Optik telah mem.Hiki 

kualifikasi yang diperlukan dalam melakaanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik, 15 responden (32,6%) menyatakan tidak setuju, mayoritas 

responden sebanyak 27 (58,7"/o) menyatakan setuju dan sisanya sebanyak 4 

responden bersikap ragu-ragu. ApabHa dilihat dari niiai rata-rata, maka nilni 3,26 

berada pada kriteria cukup baik. 

Kualifikasi Tim Monitoring yang terdirl dari para pejabat dari instansi 

yang terkait dengan pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 

diyakini sebagian besar responden sudah memadai. 
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Tabel5.19 

Pengetahuan Anggota Tim Monitol'ing tentang PP Nom or 29 Tabun 2004 

r-·-·--Pendapat Frequency \ Percent 

-·-· f--·---Sangat Tidak Setuju - --- ·-·-~-

Tidak Setuju IO 21,7 
-=-·--·-·-. ·-· 
Ragu-ragu f.--£"' --
Setuju 22 47,8 

-o· -·-
Sangat Setuju - -

·-1---·· -· Total 46 100,0 

Rr.:.ta-rata 3,26 
-·-· . ' . -·.= Sumber: Has1l Penellt1an (d10lah oleh pene!Jt1) 

Valid Gm ufative 

rce'"-''1--1 _ Percet!!___- Pe 

-··-·--+-·· 2I,7 
. 

30,4 
-~--~- ·-

47,8 
·--··- --·-· 

--·-··-·- ---· 
100,0 

----

Dilihat dari tabel 5.19, ternyata sebanyak 22 responden (47,8%) 

menyatakan setuju bahwa anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram 

Optik telah memiliki pengetahuan yang eukup tentang PP Nomor 29 Tahun 2004. 

Sebanyak 14 responden (30,4%) bersikap ragu-ragu dan 10 responden (21,7%) 

menyatakan tidak setuju. Biia dilihat dari nilai rata-rata, maKa nilai 3,26 berada 

pada !criteria cukup baik. 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pengetahuan anggota Tim 

Monitoring Perusahaan lndustri Cakram Optfk sudah cukup memadaL 

Tabel5.20 

Dana untuk f'elaksanaan PP Nomor 29 Tahun2004 tentang Cakrant Optik 
·-·~· 

Valid 
_ .. _ 

Pendapat Frequency Percent Cumulative 
Percent Percen.t__._ 

Sangat Tidak Setuju - - - -
Tidak Setuju - - - ---!----f.---·--Ragu-ragu 4 8,7 8,7 8,7 

Setuju 22 47,8 47,8 56,5 --1--·-:-1-- ·-·-----
Sangat Setuju 20 43,5 43,5 100,0 
·~·~ 

Total 46 100,0 1~ 
~~~~· 

Rata~rata 4,34 .. _ . . ' ' Sumber: Hasd Penehtllln (doolah oleh penehti) 
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Berdasarkan tabel 5.20, sebanyak 22 responden (47,8%) menyatakan 

setuju bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 dibutuhkan sumber dana 

yang memadai, 20 responden (43,5%) bahkan menyatakan sangat setuju dan 

sebanyak 4 responrlen menyatakan ragu-ragu. Dihhat dari nilai rata-rata~ maka 

4,34 berada poda kriteria baik. 

Dana memang sangat diperiukan dalam pela.ksanaan suatu kebijakan, 

dalam hal ini imp!ementasi PP Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik. 

Sebagian hesar responden berpendapat perlunya sumber dana yang memadai 

untuk pelaksanaan peraturan ini. 

Tabel5.21 

Wewenang Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik 

I Perldapat ··--prequenCY Percent Valid Cumulalive 
Percent Percent -

Sangat Tidak Setuju - - - -

Tidak Setuju 
' IS 32,6 32,6 32,6 

~gu-ragu 18 39,1 39,1 71,7 
-

Setuju g 17,4 17,4 89,1 

Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0 

Total -+ 46 100,0 100,0 

Rata-rata 3,06 
' - - - " Sumber: Hasll Penehuan (d10lah olen penelit1) 

Tabe1 5.21 menunjukkan babwa sebanyak 18 responden (39,1%) 

menyatakan ragu-ragu bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik 

telah mempunyai cukup wewenang, 15 responden (32,6%) menyatakan tidak 

setuju, 8 responden (17,4%) menyatakan setuju dan hanya 5 responden (10,9"/,) 

menyatakan sangat setuju. Bila dilihat dart nilai rata-rata, maka nilai 3,06 berada 

pada kriteria cukup baik 

Mayoritas responden meragukan wewenang yang dimiliki oleh Tim 

Monitoring Perusabaan Industri Cakram Optik. Mereka berpendapat, Tim 

Universitas Indonesia 

-

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



54 

Monitoring belum mempunyai wewenang yang cukup dalam melaksanakan PP 

Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optlk. 

Tabel5.22 

Pemberian Sanksi dalam PP Nomor 29 Tabun 2004 

I Pendapat I Frequency I Percent I p:;;r;t c~:::::~~e 
f--..--~·- --~ . --1---·---

Sangat Tidak Setuju _ _ _ _ 

·--j-·-
1 SetuJu 22 47,8 47,8 89, I 

!\ Sangat Setu~-· 5 10,9 !0,9 . 100 •. ?_ 
Total 46 10.0,01 100,0 

f-Rata-rata 3,471 _ ·-·--
Sumber: Hasll Penelitian (dtolah oleh peneliti) 

Berdasarkan tabel 5.22, 22 responden (47,8%) menyatakan setuju bahwa 

pemberian sanksi dalam PP Nomor 2009 tahuo 2004 merupakan Jangkah yang 

efektif dalam meningkatkan pelaksanaan PP tersebut. Sebanyak 9 responden 

(19,6%) menjawab ragu-ragu, 10 responden (21,7%) menjawab tidak setuju dan 

hanya 5 responden (10~9%) menjawab sangat setuju. Bila dilihat dari nilai rata

rata, ruaka nllai 3,47 berada pada kriteria cukup bailc 

Sanksi masih diyakinl sebagian besar responden sebagai aiat kontrol dan 

pengawasan yang tepat agar terjadi ketertiban dan ketaatazasan perusahaan 

cakram optik terhadap PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. 
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Tabel5.23 

Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 2004 

Tidak Setuju 18 39,1 

. vaud-r Cumulative I 
Perce~n.t'-+ I _ __,P~,e,_r::.-:cent --1 

39,1 39,1 
r.c---------t----t----+------t-·-----~-------j 

1 
Ragu-ragu 15 32,6 32,6 71,71 
Setuju 13 28,3 28,3 ioo,o . 

r;;-----;-;;-c-c-·--t·-- -,- -· ···-···-- j 
. Saugat Setuju - L __ _:_ -----woiJ _ · j 
l~_·o,:_.r_at_,•,.--;·::--., ---~---2,:: I 100,0 .. ···----_1~--'--t-i ---···--j 
Sumber: Hasil Pene1itian (diolah o1eh peneliti) 

Dilihal dari tabel 5.23, ternyata sebanyak !8 responden (39,1 %) menjawab 

tidak setuju bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Jndustri Cakram 

Optik telah rnemiliki sarana dan prasarana yang mernadai. 15 responden (32,6%) 

menjawab ragu-ragu, dan 1:3 responden {28,3%) menyatakan setuju. Jika di[ihat 

dari ni1ai rata-rata, maka nilai 2,89 berada pada kriteria knrang balk. 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa dalarn melaksanakan PP 

Nomor 29 tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, para pelaksana, dala.m hal ini, 

Tim Monitoring Perusahaan industri Cakram Optik be1um diduknng dengan 

sarana dan prasarana yang memadaL 
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Tabel5.24 

Dukungao Kelengkapan Data Mengenai Perusaha:m Cakram Optik 

Pendapat \Frequency Percent Valid Cumulatiw 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju - - -
----·-~-------- c-----1--------~-1-----
Tidak Setuju 4 8,7 8,7 8, 7 

-------~-

__ Ra~-ragu __ + ___ f __ : ____ :_1------
SetuJU 13 28,3 28,3 37) 

----- ---- -~- ~--- -
~::•t Setuiu_ --j--·· ::-r-~~-~ --~~::b ~-----~· 

0 

0 

-----~------
Rata-rata 4 45 · I 
~---- > ---' . . . . ' Sumber: HasJl Peneht~an ( d10lah oleh penehtr) 

Ketika kepada para responden diberikan pemyataan mcngenai dukungan 

kelengkapan data dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004, sebanyak 29 

responden {63%) menyatakan sangat setuju, 13 responden menjawab setuju dan 

hanya 4 responden (8. 7%) yang tidak setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 4,45 berada pada kriteria balk 

M:ayoritas responden berpendapat bahwa du!..:ungan kelengkapan data 

mengenai perusahaan cakram optik sangat membantu keberhasilan pelaksanaan 

PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optlk Data ini menjadi acuan 

pelaksanaan pengawasan perusahaan industri cakram optik yang secara berkala 

dilakukan oleh Tim Monitoring. 
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5.1.1.4 Variabel Disposisi 

Tabel5.25 

Ketaatan atas Ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 

I Pendapat Frequency Percent Valid pliative J 
Percent -. !"•:?3 ~at Tidak Setuju 

---M ---M 

- -
. k Setuju 

... ~~.-... ... l - ' ~ ... 

19,¢= 19,~ Ragu-ragu 19,6 
.. --~ .. , ____ 9 - .. ...:_ 
Setuju 31' 80,4 80,4 ' 100,0 

Sangat Setuju - - - .. 

Total 46 100,0 100,0 

Rata-rata 3,80 
L. .. .._ . . . . . . 
Sumber: HaSII Peneltl!an (d10lah oleh peneht1) 

Dilihat dari label 5.25 di alas, sebanyak 37 responden (80,4%) menyatakan 

setuju bahwa tim monitoring selalu menaati ketentuan yang ada dalam PP Nornor 

29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik dan hanya 9 responden (19,6%) yang 

menjawab ragu-ragu. Jika dilihat darl nHai rata-rata, maka nllai 3,80 ada pada 

kriteria cukup baik. 

Tabel5.26 

Ketepatan Waktu untuki\iengirimkan Laporan b Pendapat Frequency Percent Valid ! Cmmtlative 
Percent Percent ..• --.. ---- ----

gat Tidak Setuju .. - .. .. 

Tidak Setuju --I--
18 39,1 39,1 39,1 

.. --·· . ··-··--· 
Ragu-ragu 10 21,7 I 21,7 60,9 

-· 
Setuju 18 39,1 39,1 !00,0 

Sangat Setuju .. .. - .. 

Total 46 100,0 100,0 -
Rata-rata 3,00 

.. .. 
Sumber: HaSJ! Penelitian (dwlah oleh penehtl) 
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Dilihat dari tabel 5.26 di atas, 18 responden (39,1%) menyatakan setuju 

bahwa Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik selalu 

mengfrimkan laporan tepat waktu sesuai dengan jadwat yang telah ditetapkan, tapi 

18 responden lainnya (39,1%) menyatakan tidak setuju dan sebesar 10 responden 

(21,7%) menjawab ragu-ragu, Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nilai 3,00 

termasuk dalam ktiteria cukup baik. 

Pendapat responden terpecah menjadi dua ketika ditanyakan tentang 

ketepatan waktu dalam mengirimkan laporan. Banyak yang menyetujui bahwa 

ketepatan waklu da!am pengiriman laporan, namun jumlah responden yang sama 

juga meragukan hal itu. Ketepatan waktu pengiriman laporan menjadi salah satu 

indikator konsistensi pdaksana dalam menaati PP Nomor 29 Tahuun 2004 tentang 

Cakram Optik. 

Tabel5.27 

Pengetahuan Tim Monitoring atas Wewenangnya 

I 
-

Frequency J Perceut Pendapat Valid Cumulative 

I Sangat Tidak Setuju ~ Percent _.__!!.~rcent -~ 

+ - - -[------- ·---- -·---- ------- ----·------
Tidak Setuju - - - -
~------ 1-- - ----- -----

Ragu-ragu 14 30,4 30,4 30,4 
~·~----1----- 1--·--·- ·-~-~·-~·-~-

SetuJU 32 69,6 69,6 100,0 

Sangat Setuju - - - -
Total 46 100,0 100,0 r 
~ala-rata-. -.-.,-,L. 3,69 ::r:--. 

- . Sumbec Hast! PenelltJan (d10lah oleh penehtl) 

Berdasarkan tabel 5.27, dapat diketahui bahwa sebanyak 32 responden 

(69,6%) menyatakan setuju bahwa Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram 

Optik mengetahui wewenangnya, sebaliknya sebanyak 14 responden (30,4%) 

menjawab ragu-ragu. Apabila difihat dari nifat rata~rata, maka nilai 3,69 termasuk 

dalam kriteda cukup baik. 
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Sebag:ian besar responden berpendapat bahwa Tim Monitoring Perusahaan 

Tndustri Cakram Optik teiah mengetahui apa yang menjadi wewenangnya dalam 

melaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. 

Tabel5.28 

Indikator Kesadaran dan Tanggung Jawab PeJaksama 
--

Pendapat Frequency Percent Valid Cumu 
Percent Per 

Sangat Tidak Setuju . . . 
' 

ia~ 
ce~-=1 

. -·· 
~ale Setuju 4 8,7 8,7 

----~ !----·· .. 
gu-ragu 9 19,6 19,6 

------ ··--
. Setuju 33 71,7 71,7 

8,7 

28,3 

100,0 
.. ... 

Sang at Setu ju . . . 

Total 
--·--+-· 

46 100,0 100,0 
!-;:-···· 

3,63 L Rata-rata 
----- . . .. 
Sumber: Hast! Peneltttan (dwlah oleh penelltl) 

Dilihat dari tahel 5.28, sebanyak 33 responden (71,7%) menyatakan setuju 

bahwa Tirn Monitoring Perusahaan Industri Cakr.un Optik melaksanakan 

tugasnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebaliknya sebanyak 4 

responden (8,7%) menyatakan tidak setuju dan 9 responden (19,6%) menjawab 

ragu-ragu. Jika dilihat dari nilai rata-rata. maka nilai 3,63 termasuk dalam kriteria 

cukup baik. 

Kesadaran dan tanggung jawab pelaksana diyakini oleh sebagian besar 

responden sudah dim.Hiki. 
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Tabel5.29 

Indikator Perhatian dan Dukungan dari Pimpinan 
-~ 

Pendapat Frequency Percent Valid Cumulatil 
Perce11t Percent 

·--· 
Sangat Tidak Setuju - . . 

f-=c-· --·--·· +--· ·--~-·--· 

Tidak Setuju 4 8,1 8,7 

1-fu.gu-ragu --i=3~ 
·--· 

10,9 10,9 
-· +--·- +- ·--· 
Setuju 80,4 80,4 1 
~-- -- . 

Sangat Setuju ---+ . - -- -- ~~ ·-----+-----+--·-·- ~--~ 
Total 46 100,0 100,0 

Rata-rala -·~+--·--+----+---· 
3,71 

--'---~-·· - . - .. 
Sumber: Hasll Penehttan (dtolah oleh pene!Jtt) 

Berdasarkan tabel 5.29, dapat diketahui bahwa 37 responden (80,4%) 

menyatakan setju bahwa Tim Monitoring Pcngawasan Perusahaan Industri 

Cakram Optik mendapat dukungan dan perhatian dari pimpinan da1am 

mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, hanya 4 

responden (8,7%) saja yang berpendapat sebaliknya atau tidak setuju, dan 5 

responden (10,9%) menjawab ragu-ragu. Bila dillhat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 3, 71 termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Tabel5.30 

Pengawasan Pelak.sanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 

. Pendapat ·~quen<y Percent Valid Cumul~~ 
Percent Percent ·--

Sangat Tidak Setuju • • - . e;;;-;----t--Tidak Setuju • ~ - . 
Ragu-ragu 

--1----~-+-·-··-f------~-. - - . 

Setuju ·+----
13 28,3 28,3 28,3 

f-;;:·-·-·-··-1-----·- ·----+--·--·-· +-·-·--Sangat Setuju 33 71,7 71)7 100,0 

Total 
--1----~ --·-t----- +-·-··--

46 100,0 100,0 
----··-1----- ---j Rata-rata j 4, 71 

·= . -- - ----~- ----Somber: Hast! Penehttan (dtolah o!eh penelrtt) 
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Dilihat dari tabel 5.30, sebanyak 33 responden (71,7"/o) menyatakan sangat 

setuju dengan pernyataan bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang 

Cakram Optik perlu dilakukan pcngawasan dan sebanyak l 3 responden (28,3%) 

menjawab setuju. Apabila dilihat dari nilai rata-rata. maka nilai 4~71 termasuk 

dalam kriteria baik. 

Sebagian besar responden sepakat bahwa pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 

2004 tentang Cakram Optik memang memedukan pengawasan. 

5.1.1.5 Varia bel Struktur Birokrasi 

Tabel 5.31 

Indikator Adanya Petonjuk Petaksanaan a tau Prosed or Operasional Standar 
-

Pendapat ~Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju - - - -
- -

Tidak Setuju 14 30,4 30,4 30,4 

Ragu-ragu 4 8,7 8,7 39,1 
... ··- ···-

Setuju 23 50,0 50,0 89,] 

~Setuju 5 10,9 10,9 100,0 
---- ---· 

Total 46 100,0 100,0 
-

Rata-rata 3,41 
'oo:- . . .. 
Sumber: Hast! Peneht•an (d1olah oleh penehtt) 

Bordasarkan tabe! 5.31 di atas, sebanyak 23 responden (50%) menyatakan 

setuju bahwa teiah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar 

daiam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, sebaliknya 

sebanyak 14 responden (30,4%) berpendapat tidak setuju, 5 responden (10,9%) 

sangat setuju dan 4 responden (8, 7%) menjawab ragu-ragu. Biia dilihat dari nllai 

rata-rata, maka nilai 3, 41 termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Direktorat Jenderai Industri Agro dan Kirnia, Departemen Perindustrian RI 

telah menerbitkan buku manual mengenai pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik. 
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Tabel5.32 

Koordinasi Dalam Rangka Efisieusi Pelaksanaan Kebijakan 

Pendapat J Frequency Per~--Valid Cumulativ-e -

Sebanyak 32 responden (69,6%) menyatakan sctuju bahwa telah ada 

koordinasi dalam rangka efisiensi pelaksanaan PP Nomor 29 Tw~un 2004 tentang 

Cakram Optik, rnasing-masing 5 responden (10,9%) menyatakan sangat setuju 

dan ragu-ragu dan 4 responden (8,7%) menjawab tidak setuju. Jika dilihat dari 

nilai rata-rata, maka nilai 3,83 termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Sebagian besar responden meyakini bahwa koordinasi agar terjadi efisiensi 

dalam pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah 

te1jalin antara Departemen Perindustrlan RI dengan instansi pemerintah lainnya 

dan perusabaan cakram optilc 
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Tabel5.33 

Jndikator Struktur Birokrasi 
i Pendapat Frequency Percent Valid Cumulative I 
' 

Perceut Percent 
,,_ 

Sangat Tidak Setuju - - - -
~ 

Tidak Setuju 5 10,9 10,9 10,9 
• Ragu~ragu 8 ,7,4 I 17,4 28,3 I ...,..__,,, 

"" --" 
: Setuju 28 60,9 60,9 89,1 
' ~ ... ,~. 

Sangat Setuju 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0 
----- -----

Rata-rata 3,82 
- ·~· . . . .. 
Sumber. Has!l Penehttan (d10lah oleh peneht1) 

Ketika ditanyakan kepada responden tentang ketepatan strul.'tu.r birokrasi 

yang ada, sebanyak 28 responden (60,9%) menyatakan setuju, rnasing-masing 5 

responden (1 0,9%) menyatakan sangat setuju dan tidak setuju. sedangkan 8 

responden (17,4%) menjawab ragu-ragu. Apabila dilihat da:ri nllai rata-rata, maka 

nilai 3,82 termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Cakram Optik mengatur produksi cakram optik yang ada di Indonesia, sehingga 

Departemen Perindustrian RI sebagai ins:tansi pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam menangani industri yang ada di Indonesia. menjadi pelaksana 

peraturan ini. 
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Tabel5.34 

lndikator Koordinasi Dalam Rangka Keseragaman 

Pendapat f<i'equem.:y 1 Percem 

Sangat Tidak Setuju - -
Tidak Setuju . -

Ragu-ragu 

4;l 
. 

~-· ··--·· 

I 
Setuju 89,1 
~- --· sl 1 Sangat Setuju 10,9 

I Total 46 100,0 

Rata-rata 1 4,10 
. . . . . . 

Sumber: Hasll Penehtran (drolah oleh penehtr) 

~-~-~ 
Valid Cumulative 

Percent 
. 
. 
-

89,1 

10,9 
-

100,0 

Perceut 

--

1 

89,1 

00,0 
t-----

=1 ··--

--·· ---' 

Sebanyak 41 responden (89,1%) menyatakan setuju agar koordinasi 

dilakukan dalam rangka keseragaman pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik dan hanya 5 responden (10,9%) yang menyatakan sangat 

setuju. Dilihat dari nilai rata-rata. maka n.ilai 4,10 termasuk da1am kriteria baik. 

Koordinasi kembali menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini agar semua yang menjadi ketentuan dalam 

peraturan ini di1aksanakan secara konsisten. 

Tabel5.35 

Indikator Pembagian Kerja dalam Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 

! Pendapat Frequency Percent Valid Cumulati~ 

I Sangat Tidak Setuju 
Percent Percent 

- - . -

Tidak Setuju 8 17,4 17,4 17,4 

t Ragu-rngu 
. 

10 

* 
21,7 39,1 

Setuju 28 60,9 100,0 9 
. . ------

~gatSetuju - . . -
a! 46 100,0 100,0 

r R<ita-rata 
- -

3,43 
.. . .. 

Sumber: Hasrl Penehtran (drolah oleh penehtt) 
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Dilihat dari tabel 5.35 di alas, diketahui sebanyak 28 responden (60,9%) 

rnenyatakan setuju bahwa pembagian kerja dalam pelaksanaan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik yang selama lni dilakukan telah diketahui 

dengan jelas, sebaliknya 8 responrlen (17,4%) menyatakan tidak setuju dan 10 

responden (21,7%) menjawab ragu-ragu. Bila dilihat dari nilai rata-rata, maka 

nilai 3,43 termasuk dalam kriteria cuk:up baik. 

Tabel5.36 

lndikator Kewenangan Pelaksana PP Nom or 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik agar Tidak Tumpang Tindih 
r·· 

Pendapat Frequency [ Perw,T···vaud Cumulative 
1 Percent Percent 

Sangat Tidak Setuju . . ! . . . 
Tidak Setuju 4 8,7 8,7 8,7 

I-=-·· .:_ 
Ragu-ragu 

t 8. 17,4 17,4 26,1 

Setuju 291 63,0 63,0 89,1 

Sangat Setuju . 
5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 ]00,0 100,0 I ' I Rata-rata 
. 

3,76 
.. . . . . . 

Sumber: Hasrl Peneltttan ( d1olah oleh penelttl) 

Berdasarkan tabel 5.36, sebanyak 29 responden (63%) setuju bahwa 

kewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cak:ram Optik tidak 

tumpang tindih dengan kewenangan lain. Sedangkan 8 responden (17,4%) 

rnenjawab ragu-ragu, 5 responden (10,9%) sangat setuju dan 4 responden (8,7%) 

menyatakan tidak setuju. Dilihat dari nilai rata-rata, maka nHai 3,76 termasuk 

dalam kriteda baik. 

Kewenangan pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 

tidak tumpang tindih karena sudah jelas ditetapkan dalam peraturan. Sebagian 

besar responden berpendapat tidak ada tumpang tindih kewenangan pelaksana. 
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Tabel5.37 

PeJaksana.an \Vewcnang oJeh Tim Monitoring Industri Cakram Optik 

r Pendapat-'Frequency'F(l;:c;mi~ Valid~] : ~Cu;,;ulative 
Percent Percent 

L Sangat Tidak Setuju - - -1 -
\ Tidak Setuju 

~~-~-~--

4 8,7 i---- 8,7 +-- 8, 7 
j Ragu-ragu I 8 17,4 17,41 26, i 

--~---r-- -~-·--· 

[ Setuju I 
29' 63,0 

63,0 I 89.1 

1 Sangat Setuju 1 5 !0,9 100,0 
frotal ----r-

10,9 

46 100,0 100,0 

! Rata-rata 3,21 
~-~ -~-~ -c--- 'c-~-----c;, 

~ 

.. Sumber. Has1l Penehnan (d10Jah oleh penehu) 

Terlihat pada tabel 5~37, sebanyak 29 responden (63%) menyatakan setuju 

bahwa kewenangan yang diberikan kepada Tim Monitoring Perusahaan lndustri 

Cakram Optik dalam melaksanakan PP Nomor 29 Tabun 2004 sesuai dengan 

tugas yang diamanatkan~ Hanya 4 responden (8,7%) yang tidak setuju, 8 

responden (17,4%) yang menjawab ragu-ragu dan 5 responden (10,9%) yang 

menyatakan sangat setuju. Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka nHai 3,21 

termasuk dalam kriteria cukup baik 

Sebagian besar responden menyepakati bahwa kewenangan yang diherikan 

kepada Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik dalam melaksanak:an 

PP Nomor 29 Tahun 2004 sesuai dengan tugas yang diamanatkan. 
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5.1.2 Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel 

5.1.2.1 Variabel Pencapnian Tujuan 

Tabel5.38 

Variabe1 Pencapaian Tujuan 
r-·· 

Pernyataan I Nilai RaH~:wrata ! 
. 

2,0~ 
~-=+ 4,21 

---

~ 3 
----

4 .=r== 5 

5 245 > 

6 3,69 

7 3,80 

8 3,60 

9 4,10 
-

10 3,54 

Total I 33,641 

Nilai Rata-rata Total I 3,36 
. . . . 

Sumber: Hasd Penelt!tan (d1oleh oleh peneht1} 

Berdasarkan tabel 5,28 diperoleh gambaran bahwa ni!ai rata-rata total 

untuk variabel pencapaian tujuan implementasi adalah 3,36. Ini rnengindikasikan 

bahwa pencapaian to juan dari pelaksanaan PP Nomor 29 T ahun 2004 tentang 

Cakram Optik berada pada kondisi cukup baik. Hanya saja, masih banyak yang 

periu ditiogkatkan karena dalam beberapa hal, pelaksanaan peraturan ini menurut 

sebagian besar responden masih belum banyak berperan dalam pengurangan 

peredaran cakram optik ilegai dan optimaHsasi pengawasan impor mesm 

penggandalreplika dan bahan baku cakram optik (polycarbo11ate). 

Hasil analisis ini diperkuat dengan pemyataan seorang informan 

(Kasubdit. Pengembangan, Ditjen. l-!Kl} yang mengatakan babwa " ... namun 
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demikian, dari tahun 2004 sampai sekarang itu temyata pembajakan bukan 

menurun tapi maiah semakin banyak ... " 

5.1.2.2 Variabel Komunikllsi 

·-· 

Tabel 5.39 

Variabel Komunikasi 

Pemyalaan Nilai Ra 

I 
---~~-1----
2 

-.-1----·· 

:-~--
-~--~--1----

Total 

L Nflai Rata-rata Total 
--~-~---·---L·-~--~-

ta-rata 

3,17 

2,43 

2,76 

3,39 

2,97 

14,72 

2,94 

Sumber: Hasil Penelitian (dioleh oleh peneliti) 

Berdasarkan ta.bel 5.29 diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata total 

untuk variabel komunikasi adalah 2~94. Ini mengindikasikan bahwa komunikasi 

berada pada kondisi kurang baik. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang maksud 

dan tujuan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik. Begitu juga 

pemahaman tentang mekanisme dan kon.~istensi pelaksanaannya. 

Dua informan yang diwawancara oleh peneliti berpendapat sama. 

lnforman I (Kasubdit Pengembangan, DJHKl) mengatakan, "Menurut saya harus 

ada kesamaan persepsi dalam arti dl antara Tim Monitoring sendiri harus ada 

pemahaman yang sarna mengenai baga1mana melaksanakan peraturan ini ... " 

Sedangkan informan II (Kasubdit. Pelayanan Hukum, DJHKI) mengatakan, 

"Sulitnya mencapai kesamaan pemahaman antar-pelaksana dan antar-instansi." 
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5.1.2.3 Variabel Sumber Daya 

I 

Tabel5.40 

Variabel Sumber Daya 
··----· .. 

Pemyataan I Nilai Rata-rata 

1 3,28 

2 . 3,04 I 

' 
~ c= .l 3,26 

4 3,26 

5 
' 

4.34 

6 I 3,06 

7 3,47 

& 2,89 
. ····- ·······-· -----

9 I 4,45 

Total 31,05 ' 
' 

Total Nilai Rata-rata 3,451 
. .. . .. 

Sumber: Has!l Penehtmn ( dtoleh oleh penehti) 

Tabel 5.30 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari total rata-rata 9 

pemyataan untuk variabel sumber daya ada1ah 3,45_ Ini mengindikasikan sumber 

daya yang ada sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu 

ditingkatkan, yaitu sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan PP Nomor 29 

T ahun 2004 ten tang Caluam Optik, pemahaman para pelaksana PP terse but dan 

wewenang mereka. 

Kedua infonnan kembali sepakat mel!hat sarana dan prasarana yang ada 

masih kuraog memadal, walaupun mereka tidak secara spesifik menjelaskan 

sarana dan prasarana apa yang perlu ditingkatkan. 
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5.1.2.4 Varia bel Disposisi 

Tabel5.41 

Variabel Disposisi 

I Pemyataan I 
!----·· I ·--i·f--. -----~-i 

3,80 

2 

3 3,69 
3,0~0 

f--- ·--c--- +-·-··-~ 
4 =t= 3,63 

. 56 .. .. 3,71 
4,71 

Total ---r-- 22,54 

1-c;:N"i"Ia~i "'Rata-rata Totat~ ----3·:75 
Wer: Hast! Penelitian (dJO.ieh oleh peneliti) 

70 

Dari tabel 5.31 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variabel 

disposisi adalah 3, 75. Ini mengindikasikan bahwa disposisi/sikap peiaksana PP 

No=r 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya saja perlu 

ditingkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan. 

Dari hasil wawancara dengan dua orang informan diketahui bahwa 

pelaksana meskipun dinila1 belum optimal namun mempunyai komitmen dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka. 

Informan II mengatakan1 H ..• pefaksana berusaha berkomitmen 

melaksanakan apa yang ada da!am PP." Sepakat yang diucapkan oleh informan 

II~ informan lli mengatakan, "Dalam menja[ankan tugasnya memonitor 

perusahaan yang dilakukan secara acak, terkadang ke<latangan Tim Monitoring 

tidak diterima_>• Ini berarti meskipun dari pihak pelaksana sudah berusaha 

menjalankan tugas yang diamanatkan, sering kali mereka menghadapi kesulitan 

dalam menjalankan amanat tersebut. 
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5.J .2.5 Varia bel Struktur Bir()krasi 

Tabel 5.42 

Varia bel Struktur Birokrasi 

Pemyataan I Nilai Rata-rata··-·-
I 

l ' 3,41 

2 3,82 

3 3, 71 
-

4 4,10 

5 '343 
' 

6 3,76 
·-·· 

7 3,21 

Total 
I 

25,44 

Nilai Rata~rata Total I 3.63 
·- . .. . .. 

Sumber. Hast! Penehuan (d10leh oleh penehll) 

Berdasarkan tabel 5.32, diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variahel 

struktur birolrrasi adalah 3,63. Ini mengindikasikan bahwa struktur birokrasi 

kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. 

Hanya saja dalam hal kewenangan perlu ditingkatkan supaya pelaksanaan PP 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakntm Optik sesuai dengan yang diamanatkan. 

Secara umum bagi ketiga infurman, tidak ada kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan kebijakan ini bila ditinjau dari struktur birokrasL 

5.2 Deskriptif Analisis 

Berdasarkan analisis deskriptif, wawancara mendalam dan pembahasan 

yang telah disajikan sebelumnya, maka: 

a. Secara umum implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 telah 

berjalan cukup baik. Namun pelaksanaan peraturan ini masih belum 

banyak berperan dalam pengurangan peredaran cakram optik ilegal dan 

persaingan tidak sehat Ini terbukti dengan masih banyaknya peredaran 

cakram optik ilegal di berbagai pusal perbelanjaan. 
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b, Berkaitan dengan kornunikasl yang terjalin antara pelaksana PP Nomor 29 

Tahun 2004, dalam hal ini, Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan 

Industri Cakram Optik dengan Direktorat Jenderal Agro dan Kimia 

Departemen Perindustrian masih harus ditingkatkan. Ini terHhat dari nilai 

rata-rata yang diperoieh yaitu sebesar 2,94. Dari indikator-indikator yang 

diberikan, terlhat bahwa hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah 

pemahaman para pelaksana tentang maksud dan tujuan darl PP Nomor 29 

Tahun 2004 tersebut, pemahaman mereka tentang mekanisme pelaksanaan 

peraturan tersebut dan tentu saja. konsistensi para pelaksana umuk tetap 

menjaiankan segala sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan ini. 

c. Berkenaan dengan sumber daya, dari basil nilai rata-rata total yang 

diperoieh, yaitu 3,45 maka dapat dikatakan bahwa sumber daya yang ada 

saat ini baik berupa surnber daya manusia maupun sumber daya non

manusia sebagai pendukung kebcrhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik sudah cukup baik. Hanya saja yang 

perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan adalah sarana dan 

prasarana bagi para pelaksana. 

rl. Berkaitan dengan sikap/disposisi. dari basil nilai rata-rata total yang 

diperoleh yakni sebesar 3,75 maka dapat diketabui bahwa sikap para 

pelaksana PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini sudah 

cukup baik. Yang masih perlu ditingkatkan adalah penyampaian laporan 

monitoring tepat waktu. 

e. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi. dengan nilai rata~rata yang 

diperoleh sebesar 3,63, maka termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Kewenangan menjadi salah satu indikator yang perlu ditingkatkan dalam 

menunjang keberhasilan pelaksanaan PP Nomor 29 tabun 2004 tentang 

Cakram Optik. 
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Berdasarkan hasH wawancara menda!am yang dHak:ukan terhadap para 

pejabat yang rnenjadi pelaksana dalam Tim Monitoring Perusahaan Industri 

Cakram Optik, diperoleh hasil bahwa kemampuan mereka memang sudah baik 

dalam arti pemahaman terhadap PP Nomor 29 Talmn 2004 tentang Cakram Optik 

dan kualiflkasi mereka sudah cukup baik 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 

2004 tentang Cakram Optik ini adalah dengan keterlibatan berbagai instansi 

pemerintah, maka persepsi mereka masih befum sama. Ini terlihat dati ketika 

pengadilan memutuskan perkara penggandaan produk cak.ram optik ilegal, mesin 

pengganda yang seharusnya disita ternyata dik;:;mbalikan lagi kepada pemilik 

pabrik. 

Kendala lainnya adalah komunikasi yang terjalin antarinstansi tersebut 

masih kurang.. Darl ke-empat variabel yang ada temyata nHai rata-rata terkecil ada 

pada var1abel komunikasi. Meskipun konsultasi dengan Direl.--totat Jenderal Agro 

dan Klmia Departemen Perindustrian sudah tefjalin, namun mekanisme 

pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang Cakram Optik menurut para 

responden masih belum dlpahami. Agar kornunikasi bisa tetap terjalin, sebaiknya 

perlu ditingkatkan intensitas pertemuan antar-anggota Tim Monitoring 

Pengawasan Perusahaan Industrl Cakram Optik. Oleh karena itu diperlukan 

sosiali:sasi peraturan ini kepada para pe1aksana. SosiaiJsasi bisa berupa diskusi 

terbatas ataupun dalam bentuk seminar. 

Berkenaan dengan sarana dan prasarana, yang berdasarkan hasil penelitian 

juga mendapat nilai kurang baik, disadari memang menjadi hal yang krusiai untuk 

dipenuhl. Dengan demikian perlu disiapkan anggaran untuk pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung. 

5.3 Implikasi Basil Penelitian Terhadap Kebijakan 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, dapat 

diketabui bahwa komunikasi !l!J!sih menjadi penghambat keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 tabun 2004 tentang Cakram Optik. Hal ini 

bisa terjadi karena daiam PP tersebut banyak melibatkan i:nstans: pemerintah yang 

berkepentingan, seperti Direktorat Jenderal HKI, Direktorat Jenderal Bea dan 
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Cukai, Kepolisian Rl, Kejaksaan Agung dan Departemen Perdagangan. Selain itu1 

komunikasi juga pedu ditingkatkan, tedebih komunikasi kepada para produsen 

dan konsumen. 

Komunikasi antar-aparatur dapat berupa rapat bulanan membahas kinerja 

yang seiama ini ada dan rencana kerja ataupun rencana aksi yang akan 

dilaksanakan. Departemen Perindustrian sebagai instansl pemerintah yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan PP ini menjadl inisiator pertemuan. 

SeJanjutnya pembuatan database industri cakram optik yang datanya harus selalu 

diperbarui, Database tersebut berisi data industri cakram optik, basil laporan 

industri cak:ram optik dan basil inspeksi Tim Monitoring ke industri cakram optik. 

Database ini dapat diakses oleh seluruh anggota Tim Monitoring Database ini 

menjadi alat komunikasi tidak langsung antar-anggota dan antar-instansi 

Komunikasl dengan para produsen cakram optik dapat berupa sosialb;asi 

peraturan pemerintah ini, pemberitahuan tentang hak dan kewajiban serta s:anksi 

yang ak:an diberlkan kepada perusahaan industri cakram optik yang sudab 

ditetapkan dalam peraturan ini, penyampaian laporan produksi lndustri cakram 

optik ke Departemen Perindustrian RI. 

Komunikasi dengan para konsumen lebih ditekankan pada kesadaran 

masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lah Komunikasi ini 

dapat berupa penyetenggaraan wotkshopltraininglseminar dengan target peserta 

adalan pihak-pihak yang kerap menggunakan produk cakrarn optik, antara lain, 

pelajar dan mahasiswa. 

lmplikasi pe!aksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Cakram Optik ini adalah terawasinya perusahaan-perusahaan lndustri cakram 

optik yang ada di dalam negeri. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada 

perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan izin usaha dan alat produksl 

setidaknya telah memudahkan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan Industti 

Cakra.m Optik menjalankan tugas yang diamanatkan. 

Tim Monitoring Perusahaan lndustri Cakrarn Optikjuga secara reguler dan 

konsisten rnelakukan pengawasan ke lapangan, melakukan k:unjungan ke 

perusahaan-perusahaan industri cakram optik tanpa pernberitahuan sebelumnya 

setiap tiga bulan dan menyampaikan laporan basil pengawasannya kepada instansi 

Universitas Indonesia 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



75 

pembina teknis setempat dengan tembusan kepada Dirjen. Industri Agro dan 

Kimia, Departemen Perindustrian. 

Sedangkan implikasi lain dari pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Cakram Optik adalah masih banyaknya cakrarn optik ilegal yang 

beredar di masyarakat Akibatnya persaingan tidak sehat pun terjadi karena harga 

jual cakram optik ilegal yang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 

jual cakram optik legaL Biaya produksi cakram optik yang tinggi juga menjadi 

salah satu penyebab masih tingginya harga jual cakram optik legaL 

Perlu adanya ketentuan bam pendukung kebijakar. ini, berkenaan dengan 

kompatibilitas produk elektronik terhadap produk cakrem optlk legaL Ketentuan 

ini berupa kewajiban bagi para produsen produk elektronik agar membuat 

produknya hanya dapat rnenggunakan produk cakram optik legaL 

Bagi produsen cakrarn optik dan konsumen, sosia1isasi masih menjadi 

altematif terbaik dalam meningkatkan k~sadaran mereka atas perlindungan hak 

cipta dan menghormati karya cipta orang Jain. Selain ilu, razia cakram optik ilegal 

harus terus dHakukan secara berkala dan acak ke pusat-pusat perbelanjaan. Sanksi 

yang diberlkan berupa sanksi administrasi harus secara konsisten ditegakkan 

begitu pula dengan sanksi denda dan hukuman penjara bagi pelangggar UU Hak 

Cipta. 
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6.1 Kesimpulan 

BABVI 

KESIMPULAN Dk'l SARAN 

Berdasarkan hasi! analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik ini, keempat variabel yaitu: komunlkasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pe\aksanaan kebijakan. Ditinjau dari komunikasi. 

pelaksanaan peraturan ini masih belum optimal Pernaharnan para pelaksana, baik 

aparatur dan produsen mengenai peraturan ini masih kurang. Akibatnya 

mekanisme serta konsistensi pelaksanaan peraturan ini juga kurang optimaL 

Keberhasilan implementasi peraturan ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan 

sarana dan prasarana, seperti kelengkapan database industri cakram optik. 

Kelengkapan database ini dapat mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap 

perusahaan~perusahaan industri cakram optik, Kelengkapan database industri 

cakram optilc dapat terlaksana ketika para pelaksana dalalm hal ini aparatur dan 

produsen secara reguler dan tepat waktu menyampaikan laporannya. Hallni juga 

menuntut kesadaran dan tanggung jawab kedua belah pihak Struktur birokrasi 

untuk implementasi peraturan ini yaitu berada di bawah Departemen Perindustrian 

sudah tepa~ karena peraturan ini berisl ketentuan-ketentuan bagi perusahaan 

industri cakram optik. 

Jika dilihat dari rnasing-masing variabel. maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

L a Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik ditinjau dari komunikasi masih kurang. Hal ini karena kurangnya 

pemahaman para pels.k.sana tcntang maksud dan tujuan peJaksanaan 

peraturan tersebut. Selain itu mekanisme dan konsistensi juga 

mendapatkan penilaian yang rendah dari responden. 

b. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik ditinjau dari sumber daya sudah cukup baik. Namun ada beberapa 

hal yang harus ditingkatkan dan sebenarnya dapat ditingkatkan, yaitu 
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terkait dengan sarana dan prasarana. Jumlah pelaksana menurut para 

responden sudah rnemadai, begitu pula dengan kualifikasi mereka. 

c. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik ditinjau dari disposisi/sikap sudah cukup baik. Beberapa indikator 

mendapatkan respon yang positif dari para responden seperti ketaatan 

atas ketentuan yang ada dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Cakram Optik, perhatian dan dukungan dari pimpinan dan pengawasan 

pelaksanaan peraturan tersebut. Hal-hal lain yang masih perlu 

ditingkatkan adalah ketepatan waktu untuk mengirimkan laporan hasil 

pengawasan dan kesadaran dan tanggung jawab pelaksana peraturan. 

d. Implementasi kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik ditinjau dari struktur birokrasi sudah cukup baik. Koordinasi 

dalam pelaksanaan peraturan agar efisien mendapat respon positif dari 

responden. Begitu pula dengan adanya petunjuk pelaksanaan atau 

prosedur operasional standar dan koordinasi dalam rangka keseragaman. 

2. a. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik ditinjau dari komunikasi adalah kurangnya 

transmisi dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan 

peraturan dimaksud dan mekanismenya. 

b. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik ditinjau dari sumber daya adalah kurangnya 

dukungan sarana dan prasarana. 

c. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik ditinjau dari disposisi/sikap adalah kurangnya 

konsistensi dan ketepatan waktu dalam memberikan laporan hasil 

pengawasan. 
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d. Hambatan dalam menerapkan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Cakram Optik ditinjau dari struktur birokrasi adalah 

pelaksanaan kewewenangan Tim Monitoring Pengawasan Perusahaan 

lndustri Cakrnm Optik. 

6.2 Saran 

Berdasarkan basil analisis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, 

maka saran-saran yang dapat diberikan dari basil penelitian ini adalah sebagai 

berikur 

L Bagi Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Depactemen 

Perindustrian RI 

a. Salah satu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dalam hat ini 

PP Nomor 29 Tahun 2004 lentang Cakram Optik, adalah kelancaran 

komunikasi antar-pelaksana agar tercapai kesepahaman yang s:runa 

mengenai maksud, tujuan dan mekanisme pelak:sanaan peraturan 

tersebut. Perlu lebih serlng diadakan sosialisasi ke para pelaksana 

maupun ke masyarakat umum. Pertemuan rutin antar-anggota Tim 

Monitoring Pengamsan Perusahaan Industri Cakram Optik untuk 

sating berbagi informasi dan bertukar pildran minimal setiap dua 

bulan. Sclain pertemuan antaranggota Tim Monitoring, perlu juga 

diselenggarakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan industri 

cakram optik. 

b. Perlu adanya peraturan pemerintah berisi ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tentang kompatibilitas produk-produk elektronik dengan 

produk cakram optlk legaL Ketentuan ini berupa kewaj!ban bagi para 

produsen produk elektronik agar rnembuat produknya hanya dapat 

menggunakan produk cakram optik legaL 

c" Perlu pengawasan yang lebih diperketat atas impor bahan baku cakram 

optik polycarbonale dengan pemberian rekomendasi impor bahan baku 

tersebut secaralebih selektif 
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2. Bagi Direktorat Jendcral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum 

danHAMRI 

a. Perlu ditingkatkan sosialisasJ rnengenai perlindungan HKI dalam hal 

ini hak dpta dan penggunaan produk legal dengan segmentasi peserta 

adalah para pengguna produk cakram optik. Sosialisasi ini bisa berupa 

seminar, workshop atacpun lokakarya. 

b. perlu adanya program yang bisa meningkatkan kesadaran rnasyarakat 

akan HKI sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, bisa berupa 

Iomba HKI untuk pelajar SMU, Iomba karya ilmiah untuk pelajar dan 

mahasisw~ mengadakan sosialisasi di mal-mal dengan 

memperkenalkan keunggulan produk-produk legal dan terlindungi hak 

dpta. 

Universitas Indonesia 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



so 

DAFTAR REFERENSI 

Ana/isis Regulatory Impact Assessment (RIA) Terhadap Kefentuan fmpor MesiJJ, 

Peralatan lvfesin, Bahan Baku dan Cakram Optik. (n.d,) 

Anggoro, Viverdi Jmp/ementasi Kebijakan Pembinaan Narapidcma (Studi Kasus 

dt Lapas Klas l Cipinang). (2005). Jakarta: Universitas Indonesia. 

Arikunto, Suharsimi (1993). Proscdur Pene/ilian Suafu Pendekatan Praktek. 

Jakana: Rineka Cipta. 

Creswell, John W. (2003}. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed 

Melhods Approaches. California: Sage Publications. 

Edwards III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: 

Congressional Quarterly. 

liP A (2009). indonesia: 2009 Special 301 Report on Copyright Protection ond 

1!-!iforcement, International Intellectual Property Alliance. 8 Juni 2009. 

http://www.iipa.comicountryreports.html#J 

Irawan. Prasetyo. (2006} Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu 

Sosial. Jakarta: DL>\ FISIP UI. 

Tim Nasional Pcnanggulangan Pelanggaran HKl. Laporan Tim Nasional 

Penanggulangan Pe/anggaran HKJ 2006-2008" Jakarta: Timnas PPHKL 

Marlyna, Benny. Catalan Akhir Tahtm di Bidang Hak Kekayaon lnteiektua/: 

Perkembangan, Prestasi dan Pelrerjaan Rumah yang Tersisa. 

W\vw.pemantauperadilan.com 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



81 

Neuman> W. Lawrence. (2006} Social Research Methods: Qualitative and 

Quantitative Approaches" Boston: Pearson. 

Nugroho, Riant (2008). Public Policy: Teori Kebijakan, Ana/isis Kebijakan, 

Proses Kebijakan, Perumusan, Jmplementasi, Evaluasi, Revisi Risk 

Management Daiam KebUakrm Publik, Kehijakan Sebagai The Fifth Estate, 

Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Oemar, Suwantin, (2009, May 6). Berkaca dari Priority Watch List Soal HaKt 

Bisnis Indonesia Online, 8 Juni 2009. http://web.bisnis.com/ 

artikel/2id2179.html 

Panducm Pelaksanaan Peraturan Cakram Optik. (2009). Jakarta: Direktorat 

Jenderal Agro dan Kimia Departemen Perindustrian_ 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarona Produksi 

Bertelmologi Tinggi mllltk Cakram Optik (Optical Disc). (2004). Jakarta. 

Prastyo, Brian. (2009, May 4). Priority Watch LisL 8 Juni 2009. 

http:/fstaff.blog.uf.ac.id/brian.amy/2009/05/04/oriority-watch-list/ 

Priyatno, Duwi. (2009). 5 Jam Be/ajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: 

ANDI 

Republik Indonesia, Undang~undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Sumhudi, Mohammad As1am. (19lS5). Komposisi Riset Disain: Suah1 Kajian 

Terhadap Susunan dan Uraian Komposisi Rise! Disain. Jakarta: Lembaga 

Penelitian Universitas Trisakti. 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



82 

Sumiteri, Ni Ketut (2008). Analisis Implementasi Kebijalmn Sistem Akuntansi 

Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAlvf IU. Jakarta: 

Universitas Indonesia. 

USTR (2009, April 30). 2009 Special 301 Report. 8 Juni 2009. Office of United 

State of Trade Representative. htt~.ustr.gov/ab9ut~us/Q[§_s-officeJ 

!!'Jl!ll1!.-and-publications/2002£2009.::~al-301_-repor! 

Undang-Undaug Nomor 19 1'ahun 200 I lelilang Hak Cipla. 

Weimer, David L. & Vining, Aidan R. (1992). Policy Analysis: Concepts and 

Practice. New Jersey: Prentice HaiL 

Wahab, Solichin AbduL (2008). Ana/isis Kebijaksanaan: dari Formu/asi ke 

Impfementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan PubUk: Teori dan Proses. Yogyakarta Media 

Pressindo. 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



PERA TURAN PEMERTNTAH REPUBLIK INDONESIA 

N0MOR29 TAHUN 2004 

T!o'NTANG 

SARAN A PRODUKSI BERTEKNOLOGI TTNGGI 

UNTUK CAKRAM OPTIK (OP11CALDISC) 

PRESIDEN REPUBLIK INDO~'ESIA, 

Menirubang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang~ 

undang Nornor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk 

mencegah beredamya Cakram Optik illegal yang merugikan 

Pemegang Hak Clpta, serta menghindari persaingan yg tidak sehat 

perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi 

Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc). 

Mengingat: L Pasal 5 ayat (2) Undang-UndangDasar 1945 sebagaimana telah 

diubah denganPerubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

2,Undang-Undang 1:\omor 19 Tahun 2002 tentang HKI (Lembaran 

Negara RepubHk Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 .. Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4220); 

MEMUTUSK&'I : 

Menetapkan : PERA TURAN PEMERINT AH TENTAl'lG SARAN A PRODUKSI 

BERTEKNOLOG! T!NGGI UNTUK CAKRAM OPTIK 

(OPTICAL DISC). 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan : 

I. Cakram Optik (Optical Disc) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah 

sega)a macam media rekarn berbentuk cakmm yang dapat dilsi atau berisi data 
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informas:i berupa suara, musik, film atau data tainnya yang dapat dibaca 

dengan mekanisme teknologi pemindaian (scanning) secara optik 

menggunakan ~'Umber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laseL 

2. Sarana Produksi Cakram Optik ada\ah sega\a bentuk media yang digunakan 

dalam proses produksi Cakram Optik Kosong danlatau Cakrdm Optik Isi yang 

meliputi mesin, peralatan dan bahan baku. 

3. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data 

yang merupakan basil akhir proses produksi. 

4. Cak:ram Optik lsi adalah Cakram Optik yang berisi data balk musH< maupun 

film atau lainnya yang merupakan basil akhir proses produksi teknologi tlnggi. 

5. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan 

dalam proses prodnksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik lsi. 

6. Pengadaan Cakram Optik adalah Suatu kegiatan untuk menyediakan Cakram 

Optik Isi dan/atau Kosong untuk dipasarkan atau diproses lebih lanjut (khusus 

untuk C.kram Optik Kosong). 

7. Bahan Baku adalah segala bentuk yang dapat digunakan dalam proses produksi 

Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik lsi. 

8. Kode Produksi adalah Source Identificaffon Code(SJD) yang terdiri dari kode 

stamper dan kode cetakan (mould). 

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukurn yang dldirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara 

Republik lndonesi~ baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiata.tll!Saha dalam berbagai bidang ekonomi. 

10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi bidang bidang industd dan perdagangan. 

BABll 

JEl'liS DAN SARAN A PRODUKSI 

Pasal2 
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(1) Jenis Cakram Optik meliputi : 

a. Cakram Padat (Compact Disc!CD); 

b. Audio Digital Cakrarn Padat (Compoct Disc Digital Aud101CD-DA); 

c. Memori Hanya Baca Cakrarn Padat (CompacJ Disc Read Only Memory/ 

CDROM); 

d. Cakram Padat Bisa Rekam (Compact Disc Recordable/CD-R); 

e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (Compact Disc lle-Wrifeable/CD-RW); 

f Cakran Padat Sekali Tulis (Compact Disc Write Once!CD-WO); 

g. Cakram Video DigitaJ Serbaguna (Digital Video/Versatile Disc!TJVD); 

h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (Digi/al Video Disc-Read Only 

Memary!DVIJ-ROM); 

i. Cakram Video Digital Memori Ak.ses Acak (Digital Video Disc-Random Aa:ess 

Memaryi!JVD-RAIYI); 

j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (Digital Video Disc Re-Wrileable/DVIJ-

RW); 

k. Cakram Laser{Laser Disc!LD); 

I. Cakram Mini (Mini Disc!MD); 

m. Cakram Padat Video (Videa Compocl DisdVCD); 

n. Cakram Video China (Chi/Ill Video Disc/CVD); 

o. Cakram Padat Video Super (Super Video Compact Disc!SVCD); 

p. Cakram Padat lnteraktif(Compacl Disc lmeractive/CDI); 

q. Foto Cakram Padat (Compact Disc Photo/CDP); 

r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (Digital Versatile Disc Recordable/ 

DVD-R); 

s. Cakram Padat Audio Super (Super Audio Compact Disc/SA CD); 

t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan taknologi. 

(2) Spesifikasi mengenai jenis Cakram Optik lainnya sebagaimana disebut pada 

ayat (1) huruft ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 3 

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi : 
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(I) Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari: 

a. peralatan ulama (mastering) berbahan gelas dan bahan gelas dan bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik; 

b. peralatan cetak (stamper) atau bagian-bagian berbahan 1ogam dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik; 

c. alat perekam yang menggunakan sinar laser; 

d. sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan Jaser; 

e. peralatan untuk memutar laplsan peralatan mastering yang berbahan gelas 

dcngan Iapisan tatum potret. 

f pera1atan pembentukan elektron untuk menghasilkan stamper yang digunakan 

dalam proses produksi Cakram Optik; 

g. peralatan untuk menghasilkan stamper secara langsung atau bagian-bagian 

berbahan logam lainnya yang d igunakan dalam proses produksi Cakram Optik; 

h. lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi; 

i. mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk 

menggandakan Cakram Optik. 

j. cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses 

produksi Cakram Optik; 

k. peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik~ 

1. metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya 

pada Cakram Optik; 

m. peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis; 

n. kawat-kawat imitasi Cakrnm Optik yang digabungkan; 

o. peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan/atau 

p. mesin-mesin dan peralatan iainnya yang digunakan dalam proses pembuatan 

master dan produk jadi Cakram Optik 

(2) Bahan Baku untuk memproduksi Cakram Optik terdiri dari : 

a. polycarbonate dengan spesifikasi optical grade; 

b. polycarbonate selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau 

c. bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik. 

BABill 

KODE PRODUKS! 
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Pasal4 

(1) Setiap SaranaProduksi Cakram Optik lsi wajib memiliki Kode Produksi yang 

telah diakredltasi dan diterima secara intemasional. 

(2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari: 

a. kode stamper (stamper code) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap 

stamper; 

b. kode cetakan (mould code) hams terukir (engraved) pada setiap cetakan 

(mould) baik yang terpasang maupun yang tldak terpasang pada mesin dan 

peraiatan. 

(3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada 

Cakram Optik lsi. 

Pasal5 

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memifiki kode produksi d:Jri negara asal 

yang terdiri dari : 

a_ kode stamper; 

b. kode cetakan. 

Pasal 6 

Stamper yang diimpor harus mernitiki kode stamper yang tertera dan terbaca 

dengan jelas. 

Pasal 7 

Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan 

kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan. 

Pasal8 

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat 

dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha. 

BABIV 

PENGADAAN SARANA PRODUKSI 
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Pasal9 

Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (!) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari 

Menteri. 

Pasat to 

Pengadaan Cakram Optik Kosong danlatau Isi dapat berasal dari produksi dalam 

negeri dan/atau impor. 

Pasat 11 

(I) Jmpor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh lmportir 

Terdafiar (IT) yang rnemiliki Angka Pengenal Impmtir Terdafrar 

(2) lmpor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor 

oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir 

Terdaftar. 

(3) lmportir Cakram Optik Kosong sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar. 

(4) Importir Cakram Optik lsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

memenuhi ketentian sebagai berikut : 

a. memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik; 

b. memiliki lisensi dari Pemegang Hak Cipta. 

( S) Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal3 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 

ayat (2), serta impor Cakram Optik Kosong dan lsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih tanjut denganKeputusan Menteri. 

Pasall2 

(I) Perusahaan Cakram Optik yang merniliki mesm dan peralatan wajib 

melakukan pendaftaran!registrasi kepada M_enteri. 

(2) Perusahaan Cakram Optik yang akan mengalihkan mesm dan peralatan 

produksi wajib meiaporkan kepada Menter!. 
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BABY 

PELAPORAN DAN PENGA WAS AN 

Pasal l3 

(I) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, stamper, 

mesin dan peralatan serta produkjadi Cakram Optik yang berkaitan dengan: 

a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku; 

b. penyewaan dan pengalihan mesin; 

c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi; 

d. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari 

pelanggan dan pemusnahan produk gagal~ dan 

e. jumlab produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diodarkan di dalam 

negeri dan diekspor serta persedlaan yang masih ada. 

(3) Dokumen yang berlcaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) 

tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan perneriksaan, 

Pasal ]4 

Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur Jebih lanjut 

dengan Keputusan Menteri. 

Pasal15 

(1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Oplik dilakukan 

berdasarkan laporan sebgaimana dimaksud dalam PasallJ. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a kelengkapan dokumen laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13; 

b. ketent>Jan penggunaan Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4; dan 

c. tanda lulus sensor dari Instansi yang berwenang khusus bagi Cakram Optik 

yang bersifat audio visuaL 

(3) Kesesuaian dan kebenaran importasi serta peredaran Cakram Oplik di dalam 

negeri maupun ekspor dilakukan pengawasan oteh instansi yang terkait. 
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( 4) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

Pasall6 

Pengawasan oleh instansi terkait dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa 

pemberitahuan sebeiumnya sesuai dengan kewenangannya, 

Pasal 17 

Terhadap perusahaan yang berindikasi telah mela..~ukan pelanggaran sebagt:~.imana 

dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapa! dilakukan penyidikan oleh Pcnyidik 

Po1ri danlatau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang~ 

undanganyang berlaku. 

BABVI 

SANKS! ADMINISTRASI 

Pasall8 

(1) Bagi pelaku usaba yang melanggar ketentuan Pasal4, Pasal 5, Pasal6, Pasal 7, 

Pasal 8, Pasa1 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi 

berupa: 

a. pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optlk yang dimiliki Pelaku 

Usaha; danlatau 

b. pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan 

o1eh Pelaku Usaba. 

(2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (I) da., Pasal 16 dapat dikenakan 

sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurufa 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa! 19 
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Pada saat Peraturan Pemerlntah inl mulai berlaku, segala peraturan peraturan 

perundang~undangan ygng mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku 

selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal20 

Dalam waktu paling larnbat 6 (ena1)1) bulan sejak ditetapkannya Pcraturan 

Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram 

Op!ik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal21 

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah. tentang Cakram 

Optik. 

Pasal22 

Peraiuran Pemerintah lni rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republ!k 

Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Oktober 2004 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 

' ' 
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Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Ok-tober 2004 

SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG KESOWO 

LEMBARANNEGARA REPUBLIK!NDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108 

Salin an sesuai dengan asiinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 

Bidang Hukum dan 

Perundang-undangan, 

Lambok V. Nahattands 
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PENJELAS&'I 

ATAS 

PERATIJRAN PEMERlNTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOM OR 29 TAHUN 2004 

TF.NT&'!G SARANA PRODUKS! BERTEKNOLOG! T!NGGI 

UNTUK CAKRAM OPTIK (OP11CAL DISC) 

I. UMUM 

Perkembangan perdagnngan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah 

kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua Negara harus membuka 

pasamya masing-masing, Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai 

dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan 

transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri 

sebagai salah satu akibat globalisasi/Hberalisasi perdagangan tersebut 

menyebabkan terjaclinya produksl dan permintaan Cakram Optik yang 

melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan 

jumiah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar 

yang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutarna produk 

bajakan yang dijual dengan murah. 

Pemhajakan Hak Kekayaan !ntelektual (HKI) atau Jntelleclual Prop<rty Rights 

(!PR) melalui Cakram Optik berkembang dengan pesal, terutama sejak tahun 

1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik. 

Dengan adanya produk illegal dalam bentuk Cakram Optik yang semakin 

marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan 

bagi Negara, Pemegang Hak Clpta, kredibilitas suatu negara dan sangat 

menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud 

dalam regulasi perdagangan dunia pada 'li'TO/TR!Ps. 

Pennasalahan utama yang mC:ndorong pesatnya perkembangan Cakram Optik 

bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap 

pelanggaran liKI, suiitnya pengawasan karena hampir semua industri Cakram 

Optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan 

penggandaanlreplikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan 

tcknologi canggih, rendahnya biaya produksi Cakram Optik bajakan karena 
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tidak membayar royalti, pajak, artis/musisi pendulmng, rumah produksi 

(producJion house) dan biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum 

optimalnya pcngawasan impor mesin pcnggandalreplikasi serta pengawasan impor 

bahan baku (polycarbonate). 

Masalah pembajakan Cakram Optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan 

dampak negatif. seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/ 

memperlt!as usahanya,. menurunlterganggunya kredibilitas dalam hubungan 

antar Negara.. menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta. tetjadinya 

persaingan yang tidak sehat di pas.ar dalam negeri, berkurangnya pen.dapatan 

Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke 

Negara~negara anggota WTO. 

Di bidang HKIIIPR, sejak lahun 1996 Indonesia berada pada posisi Priority 

Watch Lisi(PWL) berdasarkan Special 301-US Trade Act !974, USTR saat ini sedang 

mcJnkukan Out of Cycle Review(OCR) yaitu pengawasan atau pemantauan terhadap 

pelaksanaan penegakan HKI di Indonesia sesuai dengan ketentuan TRIPs. 

Apabila hasil dari OCR terhadap pelaksanaan penegakan HKI dinilai ada 

kemajuan yang berarti dalam perlindungan HKI, akan memperbaiki posisi 

Indonesia dimana Indonesia dapat dikelua.rkan dari posisi P'WL, meningkatkan 

hubungan daga.ng terutama ke USA dan Eropa, mendorong perkembangan 

lndustri Cakram Optik dan mcningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. 

Sebaliknya apabila dinilai tidak ada kemajuan yang berarti, maka akan menimbulkan 

darnpak mcningkatnya pelanggaran terhadap HKI, menurunnya kredibilitas 

Indonesia di dunia Internasional, berkurangnya keinginan investor 

menanamkan modal pada lndustri Cakram Optik atau industrl lainnya, 

terganggunya industri Cakram Optik yang legal, berkurangnya pendapatan 

Negara dari sektor pajak, dan terancarrmya ekspor/perdagangan ke USA dan 

Empa. 

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan untuk mencegah penggandaan~ 

perbanyakan atau replikasi Cakram Optik bajakan serta dalam rangka 

melaksanakan pembinaan industri Cakram Optik, maka dipandang perlu 

menyusun Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi 

Untuk Cakram Oprik (Opflca/ Disc) sebagai pelaksanaan dari Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Flak Cipta. 
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IL PASAL DEMI PASAL 

Pasall 

Culrup jelas. 

Pasal2 

Cukup jelas 

PasalJ 

Culrup jelas 

Pasa14 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan telah diakreditasi adalah akreditasi yang 

dilakukan antara lain oleh lnternasional Federation of 

Phonographic Industry (IF PI). 

Ayat (2) 

Hurufa 

Kode stamper (stamper cade) adalah kode yang diternpkan 

dengan menggunakanLaser Beam Recorder (LBR). 

Hurufb 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasa15 

Culrup jelas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal7 

Culrup jelas 

Pasal 8 

Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasat ini harus 

bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindahkan. Dalam hal 

Pelaku Usaha memiliki fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, 

masingmasing haros dipasang papan nama. 

Pasal9 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



Cukup jelas. 

Pasal 10 

Yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Kosong melalui 

produksi dalam negeri adalah meliputi seluruh kegiatan untuk 

rnemproduksi Cakrarn Optik Kosong. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pengadan Cakram Optik lsi Adalan 

meliputi kegiatan pencetakan, penggandaan, perbanyakan atau replikasi 

karya cipta dan harus memiliki lisensi/izin Pemegang Hak Cipta 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasall2 

Ayat (I) 

Kewajlban melal..1.1kan pendaftaran/registrasi rnesin dan peralatan 

berlaku bagi perusahaan industri Cakram Optik yang telah 

beroperasi maupun yang barn. 

Ayat (2) 

Pasal 13 

Yang dimaksudkan dengan mengalihkan mesin dan peralatan 

adalah pengalihan hak dengan cara jual beli, hibah, pewarisan, 

wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan 

oleh peraturan perundang-undangan. 

Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan produkslnya secara 

berkala adalah laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus 

disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dari 

kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 
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Pasal 15 

Ayat (1) 

Pe!aksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik 

dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (liga) bulan sekali. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Pelaksanaan penyidikan dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung 

jaw.b di bidang produksi dan peredaran Cakram Optik serta di bidang Hak 

Cipta. 

Pasal18 

Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Namor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 

ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tabun dan!atau denda 

paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasall9 

Cukup jelas 

Pasal20 

Cukup jelas 

Pasal21 

Cukup jelas 

Pasal22 

Cukup jelas 

TAt\1BAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

. 4425 
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No 

1 

2< 
' 
Co;-·· 

3< 

4< 

5. 

6. 

7. 

8. 

I 

9. 

10. 

KUESIONERANAUSIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 29 T AHUN 2004 TENTANG SARANA 

PRODUKSI BERTEK'IOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK 
(OPTICAL DISC} 

PETUNJUK PENGISIAN 
Kuesioner ini tidak rnencantumkan identitas responden dengan harapan 
Bapakllbu dapat mengisinya seobyektif mungkin (apa adanya)" 
Jawaban Bapak/Ibu tidak akan diketahui oleh pihak lain. 
Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut BapakJibu 
tepat atau paling mendekaii, dengan ketentuan s.ebagai berikut: 
STS Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
RR Ragu-ragu 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 

.Pernyataan Pili han Jawaban 
STS TS RR s 

Pencapjlian Tuj uan 
Peredaran cakram optik ilegal semakin berlrurang dari tahun ke 
tahun. -·· ...... . .... 
Harga jual cakram optik ilegal lebih murah dibandingkan dengan 
cakram ovtik leoat 
Biaya produksi perusahaan industri cakrarn optik semakin 
menu run. 
Razia peredaran cakram optik ilegal sering dilakukan oleh aparat 
oeneoak hukum. ·--- ---- . 
Pengawasan impor mesin pengganda/replikasi dan bahan baku 
calcram optik (polycarb()11Cfle) sudan optim~l 
Banyak perusahaan industri cakram optik mendaflarkan kode 
produksinya ke instansi yang membidangi industri dan 
perdagangan. . ... 
Pengawasan kegiatan perusahaan industri cnkram optik dilakukan 
secara herkala. 

·---- ·-·--·-- ------- --
Adanya pp Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakrarn Optik 
merupakan upaya pemerintah menarik investor untuk menanamkan 
mod_atnxa di Indonesia. 
lrnplementasi PP Nornor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat rnencegah peredaran eakrarn optik ilegal 
lmplementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat menghlndari persaingan yang tidak sehat atas perdagangan 
cakram optik dalam negeri --

Variabel Kornunikasi 
11. 1 PP Nomor 29 TallUn 2004 tentang CaJ<ram Optik sudah diketahui 

" i 
< 

" .~ 

<' ss, 

' 

····---

. -~ .. ' 

' 

' 

~--···· 

i 
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No Pernyataan ~~ Pllihan Jawarb:::•o:•--.--;::o-1 +illirsiRR s ss ~·- OJeh seluruh eelaksana . -~·-~- . . 
12. Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang j_ 

Cakram Optik sudab d1pahami oleh seluruh pelaksana ....J..--. -l--
f·!;::3:-. -r.Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang I 1 +--1----l 
~-- Cakra1!' Optik sudah dipahami dengan jelas -1---1-~·-+-
14, Pelaksana selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Agro I j 

dan Klmia setiap menghadapi kesu!ltan dalam 
mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram I L 
Optik 

dilakukan secara konsisten I I , 
1-;-;c· ___ Variabcl Somber D~ _ ~ ~~--
16-Vumtah anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram 

1 ~ptik Ielah memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 29 
Tabun 2004 temang Cakram Optik. 

17. Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakran1 Optik telah 
memahami tentang implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 

I·· · tentang Cakram Optik ··--·-
.~-- Anggota Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik telah . 
' .- memiliki kualifikasi yang dipetlukan untuk mengimplementasikan 

., ,'~~~-,PeeP .. Nomo.r 29 Tabun 2004 tenlang Cakram Optik , --+ ,., .. . . . f--.. ,,. ··-
19. Anggota Tim Monitoring Perusahaan lndustri Cakram Optik Ielah 

memiliki pengetahaun yang cukup tentang PP Nomor 29 Tahun 

~~~2~0~04~t~e~m~~~ng~,C~,akr~a7m~O~pttik~.~~--~~~--~~--~~-r---t-20. Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
-+.;d:.:i~~tuhk~!1 sumber dan~.~emad~!-· --··--·· .J ··f-- j---1 

21. , Pelaksana implemenlasi PP Nomor 29 Tahun2004 tentang Cakram l ··-f-·-
Optik memiliki wewenang yang cu~---· ·--··~--r-

22. , . Sanksi yang diberikan dalam PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Cakram Oplik merupakan Jangkah yang efektif dalam 

1-;;-::;-f-!;m;?"eningkatkan pelaksanaan PP tersebut. ··--·-=cc-l--1---1---+-+ 
, 23. Tim Monitoring Perusahaan lndustri Cakram Optik telah -·-

mempunyai sarana dan prasarana yang rnemadal untuk mendukuJ-ng ' 
I pelaksanaan PP Nomor 29 Tabun 2004 tentang Cakram Optik. -+--·-+~·+-·+--1 

24, Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tenlang Cakram Optik 
rnembutuhkan dukungan kelengkapan data mengenai perusahaa+· 
cakram optik yang ada di dalam neaeri . ··-!--·-+-- -t-- t---J 

~:-o-;;-~~-,-·--Variabel Sikap/Disposisi ·-·· . 1---1--+ -+-··-
25. Selama ini Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik J 

selalu mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah 1 _l 
diatur dalarn mengimplementasikan PP Nomor 29 Tabun 2004 

Jootang Cakram Optik. ·~·,---;;-c-:-c-o;.-·-,_""t---+ --+-~f---J 
26. Selama ini Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik 

selalu mengirim data dan laporan tepat waktu sesuai dengan jadual 
' yang telab ditetapkan 
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No Pernyataan Pili han Jawaban 
STS TS . RR s ss 

27. Tlrn Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mengetahui 
wewenang mereka sebagai pelaksana implementasi "PP Nomor 29 

C;:-~-· 
Tahun 2004 tentan~ Cakram 02tik. 

28. Setiap anggota Tim Monitoring Perusahaan lndustri Cakram Optik ; 
; 

telah melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan 
tanggung j awab 

-···· 
29. Tim Monitoring Perusahaan Industri Cakram Optik mendapat 

dukungan dan perha:tian dari pimpinan dalam • • 

mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 
Otik ~. 

30. Pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
I perlu dilakukan pengawa~~ ... -

VariabeJ Strnktur Birokrasi -
31. Pengimplementasian PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 

Optik telah ada petunjuk pe1aksanaan atau prosedur operasional 
standar. 

32. Koordinasi yang terjaiin antar-instansi pelaksana implementasi PP 
Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik terjalin dengan 
mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan surnber daya yang 
terbatas -t-· 33. Struktur birokrasi yang ada sudah tepat dalam mendukung 

I pelaksanaan PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakram Optik ' 

34. PP Nomor 29 Tahun 2004 Cakrarn Optik dilaksanakan melalui 
koordinasi agar terdapat keseragaman dalam melaksanakan 
kebijakan 

35. Pembagian kerja daiam implementasi PP Nomor 29 Tahun 2004 i 
tentang Cakram Optik yang selama ini dilakukan Ielah diketahui 
denganjelas. 

36. Kewenangan yang dimiliki Tim Monitoring Perusahaan Industri 
Cakram Optik untuk rnelaksanakan PP Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Cakram Optik tidak tumpang tindih dengan kewenangan 
pegawai lainnya 

37. Kewenangan yang Ielah diberikan kepada Tim ~onitoring 
Perusahaan Industn Cakram Optik dalam pelaksanaan PP Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Cakrarn Optik telah dilaksanakan dengan 

.. baik sesua[ den,gan tugas :yang telah d~:fimanatkan. 
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HASIL WAWANCARA 

In forman I Pejabat Eselon III pada Direktorat Kerja Sarna dan 

Pengembangan, Direktorat Jenderal HKI 

Tanggal 

Lokasi 

12 Desember 2009 

Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UI. Gedung 

IASTH Lantai 2 

I, Menurut Bapak!lbu, bagaimana peJaksanaan Peraturan Pemer!ntah Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? 
PP Nomor 19 Tahun 2004 sebenarnya salah satu perlimbangannya 
dibentuknya PP itu untuk menyelesaikan masalah pekmggaran~ 
pelanggaran yang teJjadi selama ini, khususnya mengenai hak c;pta yang 
suhstansinya dimuat daiam media CD, VCD, DVJJ dan sebagainya yang 
menggunakan sarana optical disc. Nah, namun demikian, dari tahun 2004 
sampai sekatang itu lenJyata pembajakan lmkan memmm lapi malah 
semakin banyak. Nah dengan demikian sebenarnya lmkan PP-nya yang 
kurang tetapi menurut say-a implementasi dari PP itu sendir; belum 
mak5imal. 

2. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat mempersempit peredaran cakram optik ilegat? 
Ya .. itu tadi .. kalau dilakukan dengan maksimal, bisa saJa 

3. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Ta.hun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat mencegah persaingan tidak sehat antar-perusahaan industri cakram 
optik? 
Kalau dilihat dari harga jua/ cakram optik hqjakan yang jauh lebih murah 
dibandingkan dengan yang asli memang merljadi tidak sehat ya .. dalam 
PP nomor 29 tafnm 2004 itu memang herisi aturan-aturan yang mengatur 
bagaimana perusahaan cakram opUk beroperasi. Jadi saya kira ya sama 
seperfi yang sqya katakan tadi jika dilakukan dengan mak'limal, tentunya 
peraturan pemerintah ini hisa 

4. Bagaimana pelaksanaannya? 
4.1. Komunikasi 

• Bagaimana bentuk komunikasi yang diJakukan oleh pembuat 
kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam 
mengimplementasikan PP Nomor 29 Tcllun 2004 tentang Cakram 
Optik? 
Bentuk komunikasi yang selama ini ada bentpa komunikasi tertulis 
artinya ya lewat sural menyurat. 

• Bagairnana mekanisme implementasi kebijakan PP Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Cakram Optik? 
Mekanisme implementasi ya kami lakukan prosedur yang telah 
ditetapkan dalam PP ini. 
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• Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kcbijakan ini 
dilihat dari faktor komunikasi? 
Menurut saya harus ada kesamaan persepsi dalam arti di altlara 
Tim Monitoring sendiri hants ada pemahaman yang sama 
mengenai bagaimana melaksanakan peraluran ini, karena ka!au 
tidak. maka Satu contoh adalah implemenlasi pasal 73 yaitu 
bahwa satu .. barang-bamng haflil sitaan itu seharusnya 
dimusnahkan nah ini menyangkul masalah mesin malah 
dikemhalikan, Padahal mesin iiu digunakan untuk aktivitas 
penggandacm CD, VCD, DVD yang ilegal kemudian pada saat 
pengadilan diputus dikembczliY.an !agi. 

4.2. Faktor sumber daya 
• Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana yang ada? 

Jumlah pelugas yang melaksanakan peratunrn ini saya kira sudah 
cukup. 

• Bagaimana kuatilas tenaga pelaksana yang ada? Apakah 
diikutsertakan dalam pelatihan atau sejenisnya? 
Kalau ientang kualitasnya saya kira mereka cukup berkompeten, 
cufmp paham. Selama ini biasanya mengikuli perlemuan.. seminar 
semacamnya 

• Apakah ada petunjuk pelaksanaan kebijakan PP Nomor 29 Tahun 
2004 tentang Cakram Optik? Bila ada, dalam bentuk apa? 
Oh lentu saja ada. Departemen Perindustrian sudah membuat 
buku semacam manua/tentang cakram optik 

• Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah mernadai? 
Kewenangan .. Si{YQ kira 511dah pada kapasitasnya. 

• Bagaimana sarana dan prasarana yang ada? Mendukung atau tidak? 
Bila tidak, bagaimana solusinya? 
Sarana dan prasarana lentunya mendukung walaupun masih 
dalam jumlah yang tidak banyak tcrpi saya kira masih bisa 
mendukung mobilitas kami 

• Bagaimana dukungan dari instansi lain? Dukungan dalam bentuk 
apa? 
Ya .. PP tentang cakram optik ini kan merupakan peraturan 
pelakscma UU Hak Cpfa. Jadi dalam PP ini memang selain 
(Departemen) Perinduslrian masih ada ins/ansi lain yang terlibal, 
seperti Ditjen HKJ sendiri, kemudian (Diljen) Bea Cukai yang 
mengawasi impor mesin dan polycarbonate, tents .. {Deparlemen) 
Perdagangan, juga ada dari Kepolisian dan Kejaksaan (Ag~mg). 

• Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini 
dilihat dari fakror sumber daya? 
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}vfungkin lebih ke sarana dan prasarana yang harus diperhalikcm 
ya. 

4.3. Fakor sikap pelaksana 
• Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau tidak? 
Sikapnya mendukung pastinya karena ini memang keJja sama 
antarinslansi ... jadi awalnya mungkin masih dianggap sebagai 
pelaksanaan disposisi atasan.. 

• Bagaimana komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan PP 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau 
tidak? 
Komitmen kami mendukung pelaksanaatJ PP ini. 

• Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini 
dilihat dari faktor sikap pelaksana? 
Dar; sikap pelaksana sebenamya tidtlk ada. Mereka mau dan siap 
me/aksanakan tugasnya. 

4.4. Faktar struktur birokrasi 
• Bagaimana koordinasi internal dan eksternal? 

Koordiuasi dalam pelaksanaan P P ini kan ada pada Departemen 
Perindustrian, selama ini sudah balk dari segi ekstemalnya 

• Apakah telah ada pcrloman kerja dalam lmplementasi kebijakan PP 
Nomor 29 Talmn 2004 tentang Cakram Optik? 
Pedoman kerjanya ya PP ifu lam di dalam PP itu sudah ada 
ketentuan-kelentuan yang harus dipatuhi oleh pentsahaan cakram 
optik. 

• Bagaimana pembagian kerjanya? 
Dalam hal updating data dan pelaporan serta lwordinasi itu 
Departemen Perindustrian sedat1gkan instcmsi lain 

• Bagaimana hubungan kerja dengan instansi Iain? 
Dalam hal pengawasan perusahaan cakram optik sudah bagtts. 

• Apakah ada sosialisasi? 
Ada, karena peraturan ini memang hams dipahami dan diketahui 
oleh masyakarat, 

• Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementa.c;j kebijakan ini 
dilihat dari faktor struktur birokrasi 
Saya rasa lidak ada kenda/a yang berarli yang bisa mengganggu 
kerja tim. 
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HASIL WAWANCARA 

Informan II 

dan Ill 

Pejabat Eselon lil dan Pejabat Eselon IV pada Direktorat Hak 

Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letal Sirkuit Terpadu dan 

Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal HKl 

Tanggal 

Lokasi 

13 Desernber 2009 

Ruang Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum U!, 

Gedung JASTI! Lantai 2 

5. Menu rut Bapililbu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? 
Informan li: JJari sudut pembajakannya saya juga masih melihat bahwa 
sebenarnya belum optimal juga dati tiudut penegakannya. 

6. Apakah dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat mempersempit peredaran cakram optik itegal? 
Informan II: kalau melihat darj ketentuan-ketentuan yang ada di PP 
iersebut, bisa saja peredaran cakram optik dipersempit tapi kembali /agi 
ldta hants /that apakah yang dimaksud cakram optik ilegal itu yang lidak 
memenuhi ketentucm dalam PP atau lebih kepada isinyayang ilegal. 
lnforman ill: kalau kita bicara tentang menurunkan angka pembajakan 
tidak bisa menjadi wewenang Diljen. HKJ. harus terintegrasi dengan 
ins/ansi lain ycmg mendukung. Nah, PP ini scbagai hagicm dari perancm 
Perinduslrian dalam mengurangi pemhajakan. 

7. i\pakah dengan ada.nya PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik 
dapat mencegah persaingan tidak sehat antar-perusahaan industri cakram 
optik? 
Informan II: ya paslinya kalau PP ini di/aksanakan optimal berarti kan 
ada jaminan berinvestasi yang sehat. Jika sudah ada iklim investasi yang 
sehal berarti tidak ada persaingan tidak sehat. 

8. Bagaimana pelaksanaannya? 
8. J. Komunikasi 

• Bagaimana bentuk komunikasl yang dilak:ukan oleh pembuat 
kebijakan kepada pelaksana kebijakan dalam 
mengimplementasikan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram 
Optik? 
Informan II: dari sudut PP-nya, yang selama Jni ada, zmtuk impor 
cakram optik berarti harus ada rekomendasi dari kita (Ditjen. 
HKI). 

• Bagaimana mekanisme impiementasi kebijakan PP Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Cakram Optik? 
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Informan LI: !Yfekanisme implementasf PP ini sczya lihaf masih 
berupa ketentuau-ketentuan yang mengatur fisik cakram oplik 
bukan isinya. 

• Kendala apa saja yang dihadapi da1am lmplementasi kebijakan ini 
dilihat dari faktor komunikasi? 
Informan II: sulitnya mencapai kesamaan pemahaman anJar
pelak'«lna dan aniar-insfatJsi 

8.2. Faktor sumber daya 
• Bagaimana kuantitas tenaga pelaksana yang ada? 

Informan II: jmnlah tennga pelakscma saya kira sudah memadai. 

• Bagaimana kualltas tenaga pelaksana yang ada? Apakah 
diikutsertakan daiam pelatihan atau sejenisnya? 
Informan II: kualitas pelaksana yang ado. saat ini belum dapot 
sqya katakun dengan pasti baik alau buruk 

• Apakah ada petunjuk pelaksanaan kebijakan f>P Nomor 29 Tahun 
2004 tentang Cakram Optik? Bila ada, dalam bentuk apa? 
Informan II: ada, ada petunjuk pelakmnaa,mya, yaitu dalam 
bentuk buku yang dibuat Departemen Perindusirian. 

• Bagaimana kewenangan yang ada? Apakah sudah memadaf? 
Informan II: sudah.. sudah cukup 

• Bagaimana sarana dan prasarana yang ada? Mendukung atau tidak? 
Bila tidak, bagaimana solusinya? 
Informan II: masih kurang mendukung, a'ebaiknya diberikan 
sarona yang memadai agar pelaksanaan PP ini bisa berja/an 
laucar 

• Bagaimana dukungan dari instansi lain? Dukungan daiam bentuk 
apa? 
Informan ill: dari instansi lain s;udah je/as ada dukungan, karena 
masalah ini memang haris terintegrasi dengan instansf lain. 
Dafam Tim Monitoring sendiri itu terdiri dari lnstansi bea cukai, 
kepolisian dan aparat penegak hukum lain. 

• Kendaia apa saja yang dihadapt dalam implementasi kebijakan ini 
dilihat dari faktor sumber daya? 
Informan II: sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai" 

8.3. Faker sikap pelaksana 
• Bagaimana sikap pelaksana implementasi kebijakan PP Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Cakrarn Optik? Mendukung atau tidak? 
Informan II: mereka (pelaksana) berusaha maksimai artinya 
bentsaha menerapkan apa yang diperintahkan dalam PP ini. 
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• Bagaimana komitmen peJaksana dalam implementasi kebijakan PP 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? Mendukung atau 
tidak? 
Informan II: sudah mendu/..1mg, herusaha herkomitmen 
me/akscmakan apa yang ada dalam PP. 

• Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini 
dilihat dari faktor sikap pelaksana? 
In forman Ill: da/am menjalankan tugas11ya memonitor perusahaan 
yang dilakukan secara acak, terkadang kedaumgan pelaksana 
tidak diterima. 

8.4. Faklor struktur blrokrasi 
• Bagaimana koordin'lsi internal dan ekster!lal? 

Informan ll: koordinas1 sudah baik 

• Apakah telah ada pedoman kerja dalam implementasi kebijakan PP 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik? 
Informan II: sudah ... sudah ada 

• Bagaimana pembagian kerjanya? 
Informan III: Tim Monitoring tiap 3 bulan me/akukan pengawasan 
perusahaan cakram optik. kunjungan ke pabrik-pabrik. namun 
untuk administrasi dilakulcan oleh Departemen Perindustrian. 
Namun lebih banyak Departemen Perindustrian yang berperan. 

• Bagaimana hubungan kerja dengan instansi lain? 
Informan II: sudah berkoordinasi dengun baik 

• Apakah ada sosiaiisasi? 
Informan II: sosialisasi memang menjadi satu cara untuk 
memperkenalkan ke masyarakat tentang PP ini. 

• Kendala apa saja yang dihadapi dalam lmplementasi kebijakan ini 
dilihat dari fuktor struktur bitokrasi 
Informan II: kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana belum 
dilaksanakan dengan baik meskipun mereka sudah herusaha 
maksimaL 
Informan ill: dalam SK Tim Monitoring itu disebutnya jabatan 
bukan orang, jadi pejabat hisa menurunkan disposisinya kepada 
bawahan untuk me/aksanakan monitoring 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



PENCAPAIAN TUJUAN 

r 
Pernyawanl Pernyaiaa~J Pernyataan3 Pcmy.iruan4 · Pemyalaan5 

., 
I 

'46 f-·· 46, . 46 ~-_VaiW 46 4; 1 __ Missing_ 0 0 0 0 f---o;'C 1--:'C:'- - ]X~ -----~ • Mean 2,0652 4,2174 3,0<135 2:~5651 ~----
"'"'" 2,0000 1---· 4,0000 f--· 3,0000 3,0000 2,0000 ' 
~-------- -

2 on 4.00 2,UO 2,00 2,00 

1 
SttiDnialtoo--·--r- .67~ ,916&3 1,03186 1,17317 ,80847 

~nr~--~ --~2 ------.-----
1~76 ,654 - ·'"-\-1- 1,065 

ange -- - 3,00 3,00 3,00 ! Minilmm;----- ----- 1,00 
---- 3,00+-_]_,IJO_ 1---

1,00 2,00 2,00 2,00 -----
~~aximum 4,00 :~ 5,00 5,00 4,00 
1 Sum ------~ 95,00 

~--- ---- ---
194,00 140,00 145,00 113,00 

' 
Pernyataan6 Pemyatmm7 Pernyawan8 Pernyalaau9 Pemyatuanl 0 

_ __iz:t=-% ---·COT 
_ll__ Villi"--.- 46 46 -----% Mssl!ls ----o 1-----'ij-

Ml!all 3,6957 ~3,60&7 4,!081 1,5435 
Medtan · . ----- r----·:-:----"c-:-4,0000 --·~ 4,0000 f-- ··~ -~~ Mo;k--------r-- 400 

Sid Di:viatlon 
' 

4,00 4,00 4,00 4,00 

,!H294 1,27575 ,93043 ,70642 ,93587 . . 
v~ ,661 1,628 ,&66 ,499 ,876 --.--------1-----;,-;:- - -c= --~--- ----:.-:-Range 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 
-.-=:----- ---

MIIUmum 2,00 --~1- 2~~ r--~? ,.-----~ ---;-;::o=------ -------:'=---MllXlmum 5,00 ~ 5,00 5,00 5,00 
-~---- ---- --I Sum 170,00 17 166,00 189,00 163,00 ----- ------

Tabel Frekuensi 

4,00 3,6957 '- - 3,_"":'!_ J,6il87 4,1087 
1------ Total !"'"-'· 4 ,..;;...,~ ,--4 6000 4 0000 . 4 0000. '--- ..= ' ' ' 
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~yataan 2 __ , ----...,,-----.------...,------..., 
! 1 Cumulaltvc 

ri-rr.:Yiil!L==·=·--~---1-- f:c<IUetl_(;~ -- Pen::.,;ut M ~'{alid i~~.::ent Percent 
~vHiid -~ s I09 !0.9 ~ 
r------· _4~,00.. •• f1 m 45,7 m 45,7 m~::-1 

5~ 20 ~3,5 .. ._.4-'3:',,'--+-----'-'00"2'1"-'0'-i· 
______ Total . 46_/__ __ wo.o ··--'-'"-""'o_, ____ _j 

Pernyataan 3 . -- . 
Cumulative 

Frequencv Pcn:cnl _ ~~Pe~?¢nl f'4"fl;;cn! 
Valid ~.00 IS 39 I 39, l ~~+ 3!00 13,~- ;uu 2S3 '----· 674 

4,00 
.. l~ \· . 

21,7 21,7 89,1 

r-~-- s.oo I t0,9 10,9 100,0 

46 / 100,0 100,0 Total 

Pernyataan 4 

Cumulative 
Fn:qooncy ''"'''"' Vnlicl Pcrcm1l Percent 

Vlilid 2,00 19 41,3 4!3 41,3 
~-- -;,.oo ----

10 217 21 7 63,0 
4,00 8 17,4 17.4 &0,4 

5,00 9 19,6 19,6 ··-;oat 
Total i. 46 too.o 1 100,0 

··-

p emvataan 5 -
Cumulative 

Frequency Pe=nt Valid Percent Percent 
Valid J,OO 4 8,7 8,7 87 

2,00 21 47,8 47,8 suf 
3,00 " 32,6 32,6 89,1 

4,00 5 W,9 Hl,9 100,0 
··-- ToillJ 46 100,0 100,0 - - - - --

p ernvataan 6 

I 
Fregueru:y -~ ValidP~t Cumulative [ 

;oo I Petoont p~, 
Valid 5 10,9 10 9 10,9 - 300 9 19,6 19,6 30,4 

4,00 27 58,7 58,7 89,1 

:5,00 5 10,9 10,9 100,0 ' 
Total 46 

~--
100,0 100,0 __j 
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I 
PCirenl ~~cn:em F"""""" 

Valid 1,00 ' 10,9 ! 109 
200 4 8,7 8,7 
4,00 23 5{),0 50,0 

5,00 J4 30,4 30,4 
Tolhl 46 100,0 100,0 . ·--· 

Pernyataan 8 
.1 1-...... 
~ F"'l"""'Y I Pen:"m I Volid Pe""" 

VHtid ·--· -- Toll, __ ,,_, 9 r-____ 19!6 1--------~-g? 
3,00 5 E0,9

1 

IO,IJ 
. 4,00j - .. -17 ' 58,7 -· 58,7 

s,ruq 
4: I 10:91 10,9 

.. Tolnl 1 -
100,0 ;oop .. 

Penu:_ataan 9 r-'"c 

: ~-· 

~&lid 
Frcan<mcv Percent Valid Pt:rtcut 

3,00 9 \9,6 19,6 [-"". 
4,00 23 500 5~.0 
5,00 ± 30,4 30,4 

To1a\ 46 100,0 100,0 
L .. -. 

Pemvataan 10 

Freaucncv Percent Valid Percent hv.M . -~ .... __ .10 ,____21,'7,c_ __ , .. ,m 
,_ _____ ,23.,c>OO'!-i--- 5 l0,9 109 

~:~~ £. s::~ s;:~ 
Totcl L_ __ , ____ ..J.,__ 100,0 100,0 

·-
Cmnulutivc 

Percent 
10 9 
19,6 
69,6 

100,0 

Ctunul11live 
Percent 

---~~-~ 
30,4 

89,.1 

100,0 

... _ 
-·-

Cumulative 
Percent 
~if 

69,6 
100,0 , 

Cumulative 
Pcrwnt 

-~J? 32,6 

91,3 

I 

.. 100,9 

Analisis Implementasi..., Irni Yuslianti, Pascasarjana UI, 2009



KOMUN!KASI 

Pcrnyalaanl I Pemyaloan2 [~"_, Pemyalann4 Pcmrata~ 

N Valid 46 46 45 46 46 
Miss\1 

.. 
0 0 0 0 0 

M""' 3,1739 2,4348 2,7609 3,3913 2,9783 
··--- .. 

. Median 3,0000 2,0000 J 2,0000 3,0000 3,0000 

Mode 2,00 4,00 
-----~ 

4.00 2,00 3,00 

Std. Dcvilltion 1,19823 ,91049 
... -~~-- ,04904 .77428 

' Variance 1,.:136 ,829 i ,764 ,421 ,600 

Range 4,00 ~.oo 2,00 2,00 2,00 

Mir,imu.m !,00 1,00 2,00 2,00 2,001 
~ilnml ' ---

5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Sum 146,00 112,00 127,00 156,00 . !37,00 J --
Tabel Frekuensi 

-,--- ~.--- ---! Cumulative 
___ Ff.C91JCncy Paccnt ' Valld PcW!nt Per<X:ni 

Vbiw: 1,00 s 10,9 10,9 10.9 j 
200 9 196 196 "30,4 
300 10 21,7 21.7 52) 
4,00 17 37,0 ' 37,0 89,1 

-----~-,1~0..,.:,.,-1-~-------,.~- ~~- w,9 ____ 10,9 r----- ux{O 
100,0 100,0 

'---~-----'-----"-'------'-..L-------'--'------

p 2 emyatnan 
Cumulali\'C 

r--Valid -
F Perc<nt Valid Percent Pe=tl 

1,00 ' 10.9 10 9 10,9 -2,00 24 52 2 j 52,2 6>0 
3,00 9 196 l9,6 --~ 
4,00 ' 17,4 17,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0 ------
Pemyataan 3 ,..: __ ----

I Cumulative 
Frequency Pen:enl Valid Percent Pen:<n! 

Valid 2,00 2A 52 2 l2.2 52,2 
300 9 19,6 l?_.§ 717 ----· ----- --~ ... 
4,00 l3 28,3 23,3 100,0 

------'--
Tom! 46 100,0 100,0 
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Pernvataan 5 --
~! Cumulative 

..,.-,.---- ~rwx I Peroem Valid P~nt ~ 
Vahd __ 141 30,4 J0.4 --~ 3 00 , 19 1\1,3 41,3 71.7 

- 4:oo I =m= -28,~ "·' I 100,0 
---~--Told --,. ---wo·o 1 1oo.o I ··--'-
-- ~' 

Su~ffiER DAY A 

N Valid 46 -4 46 46 46 

~> .. tn• ·-----"-1------'o'-i----~' +---__,"+--~"-i" 
Mean 3.2R26 3,0435 3,26093 c··~'00:,::-9 j----C''=.34;.:7'-j& 
~~---·--- ----4 oooo J.oooo 4,0000 J;oooo 4,oooo 

Mode ·=t==~-,::_:-oo+-_-_-':_~•~.oo~~~-:_-_-:._-:._::::::,,:-oo+---':!::4.00""-l- 4,00 

~ Devi!ltion j 1,1186S __ ·:."'::2::13".J---''"::':::':.:'9+--'':C800::.:.97+--'C:64::00=.5 
Variance I _ _;l:c).:.:7.c4+----"'7=()9+---''"864:.:.Cj----.!.'64:.::C2+---'-'4::l:_,O 

1 RM~ ' --~3,~oo0 __ ~2~,00~---'::P:-0+--=2~,00~---'::·00~ 
r:Milumum ------ - 2 10 2 oo 2 oo 2 00 3 00 
~~----------~-~~--~-~--~·~--~·~--~·::_, 
~mcimu~---~--~---__,s,::C~'-f-------''':::00+----~~~·---~~ ----~00 
_________ J ____ :.:'s:.:.t·~~-- 14~~ ~----':::':::-o·::"":.J.. __ ::":::"·::oo:.L --~~~ 

~---~-~Pcrnya!a<m6 Pe.rnyatmm? Pemyatmm8 Pcmynlaan9 

N vruid 46 46 1---~-C. -46 
I--=-· Mi"'1<1L_-!-· o·t----ot--___Qt--·-o 
1 Mean 3,0652 3,4783 2,8913 4,4565 
~edi Wl 3,~ 4,0000 3,0000 5,0000 

Mode 3,0? l -~0 2,00 5,00 
Std. Deviation ~--,-· 

1-c~-------1----'''':'::':::'0'--1-~~ ,82269 ,88711 

Vari~ ~=5~1+------'':9~220+------''~67~'-+----_c·7~8~7~ 
~~=~---- r· _ _i,.~""-=-+--....:':::'oo-'-+ __ __:2:::,0.::.0+----='.c·oo:::., 

Minimum --r-· 2,00 2,00 2,00 2,00 

s,oo 5,00 I 4,00 I 5,00 
160.00 r--· 133,00 ;----- 205~0 Sum 141,00 
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TabeJ Frekuensi 

J 
__ .. 

Ctunulntive 
F rct~uency p"""" Valid Pcnxnl Perc101l1 

2,00 t~ .~1 3 41,3 413 
4,00 22 47,8 47,8 89.1 
5,00 5 10,9 10,9 lOOP ... . .. 

To!nl 46 100,0 WO,IJ I 

Pernyataan 2 

c 
1 ValKI 

t= 
--··· 

I 
.. , 

Cumulntive I 
Frcouencv Pcrcenl Valid Peroeul Pets.~ 

2,00 " 32,6 32,6 i~ 3,00 14 3il,4 30,4 6J,O 
4,00 17 J?O 370 100,0 

To!.al 46 1 100,0 100,0 ' ~ 

Cumulative 
Frcuuencv Pereenl Valid Pem:nt !'e=nt 

2,00 l5 32,6 32,6 32,6 
3,00 4 87 87 -~ 
'1~~ I 27 58.7 58,1 100 fJ 

46 100,0 100,0 

I Pernxataan 4 --, .., 
Cmnulati ve 

Frequency Pereent Valid Percent P=· 
2,00 t .. 

Va!KI lO 21,7 217 ···f,:} 3,00 14 304 304 52 
4,00 22 478 47.g lOO,OJ 

Total 46 !00,0 100,0 
-···· ... 

p ernvataan 5 

I Cunmlutive 
P'fC<lf\t Valid Percrol p'"""'.n-

Valid 3,00 4 8,7 8,7 

··~ 4,00 22 47.8 47. 
~ ... 5 00 I 20 43> 435 1000 

'· 
Total 46 100,0 100,0 .. 

Pernyataan 6 

Cumulal.ive 
Frequency P=nt Valid Percent Percent 

Valid 200 15 326 32,6 32,6 -'-"""· 3,o{f- .. 39,1 39,1 71,7 
400 8 174 17 4 89,1 
5,00 ... 5 .J09 )0,9 woii 

Tow " 100,{) 100,0 
.. ~ 
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Pemyataan 7 . ----- -------- --- ----,-::---
~ulalive 

Fr~uenc~,~ ,_1?~ ~!i.~t Percent 
Valid 2,00 10 217 21 7 2!-?-

3 00 9 19,6 19,6 41,3 

!-·----·~ ·---~-- ·l~~---~7,8+ ··-~* --- - ---·- ~~ --·-.! -~- ~~~:~ I -~~~-- ~~~ 

--~- ··---··-- ·--··- --·-- ---. 
' Comulati>< I 

Freoucnct Pcr.;cnt Valid Pero~n\ Percent 
200 18 39,1 39,~ . _J9,l 
3,00 15 32,6 32,6 71.7 ' 
4,00 13 2SJ 2.8,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0 ·-··----- ·--·-- ---
p emyataan 9 ':J-·-· Cumulative 

r--f!-~:.~ Percent ~!~d Percc~t ___ !_'e«:cnt ;-;;-~ 
vil!id --- 2.uo- -·-··" 4 --···-,N- ___ __£ ____ ___5L 

4,00 ·----& 28,3 28,3 37,0 
5,00 29 63,0 63,0 1000 

Tolal 46 100,() 100,0 --

DISPOSISI 

·--·~·~· rpcffijntru:ml · I\inYatm:m2 · '"'Pcfl.l'Y,.tmm3 . 
1 

PcmYntrum4 · I Pemya!aan5 I P~}'l!taan6 ,.. 
Valid 46 c--·~ 46_!_ 46 46 46 
Missirt8 __ 0 -~6:T-=-o ,___..,.Cii-!-·-'ii-

0 0 0 
Mwn 3,8043 3,0000 3,6957 1 3,6304 3,7174 ' 

. '·~~ ~,----1-Median 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 

MOd"C'"' 4,00 2,00(•) 4,00 4,00 4,00 5,00 
Std Devialion --r·--:4"oto9 ,89443 ,46522 ,64494 ,62050 ,45:524 
varirillce --1--------------··-- -

,!61 ,l!llO ,216 ,416 ' ,385 ,207 -Runge 1,00 2,00 1,00 2,00 
~~ 

1,\JG 
"';;;;-;:,-·-·-r r----;,~ Mm1mum 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 

'"M~'\.imum 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 5,00 

Sum 175,00 138,00 170,00 167,00 171,00 217,00 
a Multiple modes: e:oust. The smallest value 1s shll'Ml 
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Tabel Frekuensi 

Pern~ataan 1 

! 
~ 
L__ 

.. ·--,- I l I Cumulalh<e 
Freq_Ul:OGX I Percent Valid Pcrunt P=ent 

d 3,00 I 9 19i) 19,6 19,6 
37 80,4 80_,_:1_ 1-- lOOJl - 4,00 ---- .. 

Total ! 46 100,0 100,0 
... ····--'- --·---' 

Pem ataan? -
Valid 

. I F~1umcy I CumtJI<!tive 
Perct;Ut. Valid Percent p""'"" 

39,1 39,1 39,1 2,00 -- 18 
3,C~- 10 21,7 21,7 60§, 

4,001 ··M 39,1 39,! !OO,Ifl 
Total 46 100,0 lOO,O 

1-

Peroyataan 3 

T;r~ ' Cumulative I 
Percent Valid Pcrcent Perce_~~ 

Valid 300 14 30,4 304 30,4 
4,00 32 69,6 69,6 100,0 

Tolal 46 lOO,G 100,0 

p t emya aan 4 

Freancncv Pcrcenl Valid Pccccnl 
~ve--l 

Valid 2,00 4 8,7 87 t- .J? 3,00 9 19,6 19,6 ;~ 
•. oo I ... 71 7 71,7 33 IOO,Q_ 

To<~ 46 100,0 100,0 
'--· 

l' t 5 emx~ aan 

2 00 I F:cquo"'y 4 

... 

Cumulative 

lvaifd· P=ent Valid Percent P<=m 
87 87 8,7 

3,00 5 10,9 10,9 19 6 

f--· 4,00 37 8<!,4 80.4 tOO,O . .. 
Total 46 100,0 100,0 _j '--- - --'-

Pemyataan 6 
Cumulative 

~d 
Freouencv Pettcnt Valid P'!rcent Percent 

400 13 2&.3 283 "f.rr 
5 00 33 71,7 71.7 1000 

Total 46 100,0 100,0 
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STRUKTUR B!ROKRASI 
Pcmyutnan1 PemylllaM2 PcmyauwrU -~ Pc~ymaun4 Pt:rnyatnaid-

46 --~- 46 N Vatid 46 46 46 
Missing 0 0 ~- 0 0 0 'MClin'- -~r- i4~ --

r Meal~n !-- -----":-::::- -- 3,8261 - 3,7174 ~ ~..:__~ 
4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 

--~---~--

~--4-.oor-~~4:~~:=~ "--~~ Mode 
;~ t·stdDe~n 1,04512 ,73950 r-----""7271 ,3l47:H - ,77895 

~~- 1,092 ,547 ,652 .099t ,607 
R;moe 3,00 ~~ -~ J,OO - 1,00 I'' --~~ • 0 

L~finim_~~---~--- 2,00 
-- 2,00~~ r--'§_-3"0 -----:'-:::: 

t\1a:illnum 5,00 5,0(1 5,00 5,00 4,00 

Smn _L 15700 -~- 176,oo · _ ·m;r:>oh-- 189.0oJ -~l53,oJ _:_= 
~-~----~~-~rpe~ Pemyatmm? 

[}l VHlld -:M t--~45 
[-- Mi~ 0 0 I !WID ~---1------3.7609 3.2174 

1--M;;------t-- ·-~ ___ 3,0000 

h;':"e ------~ ---~t--c:~ 
j Sid Deviation ,76550 ,7?.765 

I v.n'""" 

Tabel Frekuensi 

Cumulative 

46 

p 2 emvataan 
Cumulative I 

rv~uid --~--~2 ·ao Frequency~-~2f"L~ Valid Pcn:ent Pcn:ent 
4 &7 &.7 87 f--'."'-'----~- ---~--t ~- . 10,9 ----~ 10,9 <96 ---------;;;--

69,6 89,1 4,00 '--- 32 69,6 -----""50{) 
5 \09 10,9 l<JQ& 

To"' 46 wop 100,0 
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Pemyataan 3 

I 
-

Yulid P!4cent r Cumulnli~;l Frequel}cv Percent Pe~~:cnt 1 

Valid 200 5 JO~~ 10,9 ~ .. 
3 GO 8 174 17,4 28,3 
4,00 28 60 9- 00,9 

.,~ 5,00 5 10.9 10,9 I --M 

L ... 
Tma.l 46 

1000 

----··~ -··---- tOO,~ -·----~00,~ 

Perny_ataan 4 
r Cmnulativc J I V•lid-

Freifl1enl.-v Percent Valid Pcrocnt p~-4,00 41 89,1 i 89.] I 891 
5.00 5 ' --~0.9~E l0,9 j .. JOO,q_ ' 461 L Total 100,0 1 ' tOO,O 

' 

p emvataan 5 -- --.. .. ---- I ···. Cumulotive 
F~ucncy Pe.cent Valid Pcrrent "'""'"1 

Vnlid 2,00 • 17,4 174 .. ...g? - 300 10 21,7 21 7 l.U. 4,00 28 60,9 60,9 100,0 
Total 46 100,0 IOO,O 

Pemyataan 6 

cro Cunmlalive 
F=c~ Pel'lX:nt Valid Percent Peramt 

2,00 4 8.7 &,7 ' 8,7 ... 
I7~4 3,00 " 17,4 26.1 .. -4 00 29 63.0 63,0 89,! 

- 5,00 5 1~.9 10,9 1000 
Total 46 100,0 100,0 

Pernvataan 7 
Cumulative 

FrC({Uencv P<=n! Valid Pcrccnt Pcrt:ent 
Valid 2,00 g 17,4 17,4 17,4 

3,00 20 43,5 4~.s ··~ - ... 
400 - IS 39,1 39 1 1000 

Tolal 46 tflO,O 100,0 
'--· .. 
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